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MOTTO

0 Orang yang mampn membayar  hulang, haram
alasnya wmelalaikan hulanguygal (Gadisl).
OMaka  sebaik—baik  kanu, wialy yang  sebaik-

bathnga pada wakln wewmbayar hulaagl (Hadisl)

Figh Islam,Attahiriyah Jakarta,l1954
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RINGKASAN

Ketergantungan manusia terhadap manusia yang lain sudah menjadi kodrat
manusia sebagai mahluk sosial, termasuk dalam pemenuhan kebutithan hidup atan
dalam dunia usaha. Dunia usaha pada umumnya sangat membutuhkzn adanya
modal untuk meperlancar dan memperluas usahanya, salah setu cara untuk
memperoleh modal tersebut ialah dengan mengajukan kredit kepada pihak
perbankan.

Setiap kegiatan perkreditan yang dilakukan oleh pihak perbankan selalu
tidak lepas dari kredit macet. Urtuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan
oleh kredit macet maka pihak bank dalam memberikan kredit membutuhkan suatu
Jaminan yang dapat di cairkan guna menutupi hutang debitur apabila terjadi kredit
macet.

Masalah kredit macet ini juga menjadi permasalahan yang serius di bank-
bank pemerintah, dimana suatu kredit yang dinyatakan macet termasuk sebagai
salah satu Piutang Negara. Termasuk Piutang Negara itulah maka dapat
mempengaruhi sirkulasi keuangan negara, maka dibutuhkan suatu rekanisme
penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan masalah kredit macet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencoba mengangkatnya dalam
sebuah skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat
Kredit Macet Oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (studi di
KP2LN Jember)” Pokok permasalahan yang menjadi analisa penults adalah
bagaimana pelaksansan cksekusi benda jaminan jika terjadi kredit macet bagi
bank milik negara .

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain sebagai peraenuhan tugas akhir
guna menyelesaikan program studi SI sekaligus bertujuan untuk mengetahui,
menganalisa dan mengkaji pelaksanaan eksekusi benda jaminan akibat kredit
macet oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dengan segala
permasalahannya. Untul: menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran

data yang telah didapat sehingga dapat dipertannggungjawabkan secara ilmiah,

Xili
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maka penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatit’ dengan analisa
data menggunakan metode deskriptif kualitatif’

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan Piutang Negara, Badan yang
berwenang untuk menyelesaikan suatu kredit macet dari bank-bank milik
pemerintah adalah Kantor Pelayanan piutang dan Ielang Negara sebagai
Pelaksana dari Dircktorat Jei.deral Piutang dan Lelang Negara di bawah
wewenang Departemen Keuangan.

Proses pengurusan piutang negara oleh KP2LN sebelum pelaksanaan
eksekusi harus melalui beberapa tahapan penyelesaian berdasarkan ketentuan
dalam peraturan yang berlaku.

Proses pelaksanaan eksekusi diawali dengan melakukan penyitaan
terhadap benda vang dijadikan obyek jaminan, yang kemudian dilanjutkar dengan
proses pelelangan guna pencairan piutang negara.

Kesimpulan dari skripsi ini bahwa eksekusi yang dilakukan oleh KP2LN
dalam praktek pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi
biasanya yaitu diawali dengan tahap penyitaan terhadap benda jaminan vang
dilanjutkan dengan pelelangan guna pelunasan piutang negara. Dalam praktek
pelaksanaan eksekusi dilapangan seringkali terdapat hambatan-hambtan yang
mengakibatkan jalannya eksekusi terganggu.

Untuk mengatasi segala permasalahan yang timbul pada pelaksanaan
cksekusi tersebut dibutuhkan kerjasama dan knordinasi yang baik diantara

instansi-instansi terkait, agar upaya pengembalian piutang negara dapat terwujud.

X1V
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai mahluk sosial untuk selalu kidup
berkelompok dan berinteraksi dengan sesamanya. Hal ini didoronz oleh suatu
kenyataan bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnva
sendiri tanpa adanya pertolongan dart manusia yang lain, baik itu menyangkut
kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Ketergantuigan terhadap manusia vang lain itu meliputi berbagai aspek
kehidupan, salah satunya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yakni dalam
usaha pemenuhan kebutuhan hidup atau dalam dunia usaha . Dunia usaha pada
umumnya sangat membutuhkan adanya modal baik berupa uang maupun barang
modal yang lain, untuk memperlancar atau memperluas usahanya. Kzbutuhan
ake1 modal tersebut dapat dipenuhi melalui tabungan, vantuan atau pinjaman dert
orang lain, salah satunya dalam bentuk hutang piutang . Hutang piutang dapat
terjadi antara perorangan dengan perorangan, perorangan denzan kelompok,
perorangan dengan suatu badan hukum, atau kelompok dengan kelorapok.
kelompok dengan badan hukum ataupun antara suatu badan hukuni dengan badan
hukum yang lain.

R. Subekti (1991:3) menyatakan :

Hutarg piutang dimana suatu badan hukumnya sebagai pihak berpi utang
disebut dengan istilah pemberian kredit, dalam bentuk apapu» juga
pemberian kredit itu adalah pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPER) pasal 1754-1764

Berbicara mengenai kredit, maka tidak akan lepas dari kegiatan
perbankan, karena kredit termasuk dari salah satu kegiatan perbankan.

Menurut pasal 1 poin k undang-undang pokok perbankar No 10 tahun
1998 yang disebut dengan kredit ialah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dlpersamakan dengan 1tu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjarn antara bank



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

hutangnya s=telah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit apabila dipandang dari  sudut ekonomi dapat diartikan sebagai
penundaan pembayaran hutang , maksudnya pengembalian atas penerimaan uang
dan atau suatu barang (idak dilakukan bersama pada saat menerimanya, akan
tetapi pengembalian ini dilakukan dalam jangka waktu terteniu yang telah
disepakati bersama.

Menurut HMA Savelberg sebagaimana dikutip oleh Mgs. Edy Putra
Tje’Aman (1985:1). menyatakan “kredit mempunyai arti sebagai sarana dasar dari
setiap perikatan  ( verbintenis ) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari
yang lain”

Bank dalam pemberian k.edit memegang peranan yang sangat penting,
karena salah satu usaha pokoknyé adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam
lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan praktek operasional perbankan yang ada maka dapat
dibedakan bank berdasarkan kepemilikan, yaitu :

1. Bank milik negara.

2. Bank milik pemerintah daerah.
3. Bank milik swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Koperasi.

Bank scbagai pihak pemberi kredit hanya mau memberikan pinjaman
dengan jaminan. Keberadaan jaminan ini bertujuan sebagai pelunasan pinjaman
apabila terjadi kredit macet. R. Subekti (1991:9) menyatakan bahwa jaminan
yang baik dan ideal adalah jaminan yang:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit bagi pihak vyang

membutuhkan.

o

. Tidak meremehkan potensi ( kekuatan ) pihak kreditur untuk melakukan

perluasan usahanya.

L

. Memberikan kepastian hukum si pembern kredit , dalam arti bahwa barang
jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah

diuangkan untuk melunasi hutangnya.
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Nasabah yang telah memperoleh kredit dari bank adakalanya tidak
seluruhnya dapat mengembalikan pinjamannva sesuai dengan jangka waktu vang
disepakati sehingga menimbulkan keadaaan yang biasa disebut dengan kredic
macet.

Berdasarkan kenyataan bahwa suatu huteng wajib dibayar olch pihak
yang berhatang, demiikian pula kredit yang telah diberikan bank, meskipun telah
menjadi kredit macet nasabah penunggak kredit tetap diwajibkan untuk inelunasi
kredit beserta bunzanya.

Sesuai dengan pengertian kredit macet, dapat digambarkan bahwa pada
keadaan seperti ini nasabah sudah sulit sekali diharapkan untuk dapat
menyelesaikan kewajibannya dengan sukarela sebagaimana yang telah disepakati
bersama. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang mempuany.i wewerang untuk
menyelesaikan masalah , dalam hal ini apabila pihak kreditir merupakan Eank
swasta maka proses pervilesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat,
sedangkan apabila kreditur merupakan Bank milik pemerintah maka hal tersebut
termasuk piutang negara yang pengurusannya dilakukan melalui Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis mengangkat
permasalahan mengenai pelaksanaan eksekusi daripada benda yang dijadikan
obyek jaminan dalam perjanjian pemberian kredit oleh bank pemerintah apabila
terjadi kredit macet oleh KP2LN sebagai lembaga dibawah DIPLN, dengan judul
“ Pelaksanaan Eksekusi Renca Jaminan Akibat Kredit Macet Gleh Kantor
Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jember”.

1.2 Ruang Lingkup _

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini adalah menyangkut proses
pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan atas kredit macet yang merupakan
piutang negara nerhankan di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

ditinjau dari perspektif hukum acara perdata
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka dapat
dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi benda jaminan jika terjadi kredit macet bagi
bank milik negara ?

2. Bagaimana pelaksanaan pclelangan benda jaminan oleh KP2LN?

(0% ]

Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi dan

pelelangan benda jaminan?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, tujuan

tersebut terdiri atas tujran umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum.
Tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis adalah :
I. Memenuhi dan melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum ai
Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku

kuliah, khususnya disiplin ilmu hukum dalam masyarakat.

Ud

Mengembangkan hasil pemikiran vang diharapkan dapat berguna bagi

kalangan umum, mahasiswa, dan almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus
I. Untuk mengkaji d=n menganalisa bagaimana proses pelaksanaan eksckusi

benda jaminar atas kredit macet yang merupakan Piutang Negare

2

Untuk mengkaji dar menganalisa bagaimana proses peleiangan ber.da jaminan
vang dilakukan oleh KP2LN

L

Untuk mengkaji dan menganalisa hambatan-hambatan apa saia yang timbul

dalam pelaksanaaan eksekusi dan pelelangan benda jaminan.
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A

1.5 Metode Penulisan

Lazimnya ciri-ciri wraum yang terdapat dalam peralisan suatu karya
ilmiah dimana harus menganduﬁg kebenaran yang dapat dipertanggungjawablan
secara ilmiah, sehingga karya iliniah tersebut dapat mendekati kebenaran yang
sesungguhnya maka harus digunakan suatu metode penulisan yang ilmiah pula.

Metode penulisan merupakan faktor yang penting dalam penulisan suatu
karya ilmiah dan digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkar dan
menguji kebenaran seria untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang digunakan oleh penulis guna mendapatkan deta-data yang
diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan didalain penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekaian na-~lah yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif  yaitu suatu pendekatan
masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-
undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan

permasalahan. ( Ronny Hanitijo Soemitro 1998:10 ).

1.5.2 Sumber Data
Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari 'apangan
yang berupa hasil wawancara dengan para pih.k terkait.dalam hal ini adalah
para pegawai KP2LN Jember, yaitu Bapak Dony Sasmita S.H, dari seksi
informasi dan hukum, serta Bapak Toni Ardhianto S.H, dari seksi pengelolaan

barang jaminan.

[

Sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan dengan cara mempelajari  buku-buku, literatur peraturan
perundang-undangan, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, yurisprudensi

dan sebagainya.
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1.5.3 Metode Pengumpulan data.

Penulis dalam pengumpulan data mempergunakan metode yang
mempermudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data sebanyak mungkin,
sehingga dapat dianalisa dengan mudah serta dapat diperoleh data yang obyektif’.
Hal ini dapat diperoleh dengan cara:

1. Studi Literatur

Maksud dari stud: literatur in' merupakan metode pengumpulan data
yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundangan, majalah,
brosur, diktat yang beikaitan dengan masalah yang dibahas dalara skripsi ini.
Hal 1m dapat di'akukan melalui kegiatan menbaca mengadakan kajian dan
penggalian data cari karya tulis para sarjana serta berkas-berkas atau
dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan skripsi ini.
2 Studi lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulen data yang diperoleh
secara langsung dengan tat‘;d'p muka untuk mendapatkan informasi melalui
percakapan langsung dalam proses tanya jawab secara hsan dengau pihak
vang terkait, dalam hal ini para pejabat kantor pelayanar. piutang dan lelang
negara ( KP2LN) Jember.

1.5.4 Metode Analisa Data

Analisa data merupakan bagian penting dalam suatu penelitian iliniah
karena dalam prosedur metcdolgi penelitian analisa ini akan digunakan untuk
mendapatkan kesimpulan yang tepat. Ketidak telitian dalam menganalisa data
akan berakibat fatai dalam mengambil kesimpulan . Penulisan skripsi ini
menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan
menganalisa data yang sudah terkumpul baik dari hasil penelitian maupun studi
kepustakaan untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai vermasalahan
yang didasarkan atas suatu analise yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-
kaidah hukum serta bertitik tolak dari peraturan sebagai dasar hukum positif yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
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BAB II
FAIITA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta
Uraian kasus yang oleh penulis dijadikan fakta dalam penulisan skripsi iri
adalah sebagai berikut :

1. Data berkas piutang negara

a. Tanggal penyerahan . 22 Agustus 2002
b. No BKPN :2002.08.000.196
¢. Data Kreditur
[. Nama Kreditur ~: Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo
2. Alamat - JI. Ahmad Yani No 123, Situbondo
d. Data Debitur
1. Nama Debitur - Pak Alkarwi
2. Alamat - Ds juglangan Rt 03 Rw 02 Mimbaan
Situbondo

3. Nama Penanggung Hutang :Pak Alkarwi dan Mbok Wiwik Rehana

4. Alamat : Ds juglangan Rt 03. RW 02 Mimbaan
Situbondo
5. Pekerjaan : Pedagang Palawija
e. Rincian Kredit : Hutang pokok = Rp. 10.309.523
~Bunga =Rp. 1.66°.009
Jumlah ~Rp. 11.974.532 3
f. Bentuk Kredit : Kredit Modal Kerja
g. Barang Jaminan . Sebidang tanah pekarangan dan segala

yang ada diatesnya seluas 240 M2, tersebut dalain SHM No 29/Juglangan,
atas nama Al Karwi Alias Pak Wiwik, Ds Juglangan, Kecamatan Parji,
Situbondo. {
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Berkas piutang negara ini diterima pengurusannya oleh KP2LN Jemba-
melalui  Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No
196/PUPNC.18.04/2002,

Penyelesaian terhadap piutang negara diatas dimulai dengan cara me!akukan
pemanggilan kepada pihak debitur atau penanggung hutang, akan tetapi
setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali pihak debitur atau
penanggung hutang tetap tidak mau memenuhi panggilan.

Karena pihak debitur atau penanggung hutang tidsk mau memenuhi
panggilan, maka KP2LN melakukan penetapan besarnya pintang negara
secara septhak, melalui Penetapan Jumlah Piutang Negara ( PJPN).

Setelah melalui beberapa tahapan pihak debitur atau penanggung hutang tetap
tidak mau melunas. hutanf;nya, maka pihak KP2LN melakukan eksekusi

terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan kredit.

2.2. Dasar Hukum

1}

2

L.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun vang tak
bergerak, baik yang sudah ad. maupun yang baru akan ada di kemudian hari,
menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.

b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang
sah untuk didahulukan.

HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Pasal 196

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalei untuk memecnuhi isi
keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan
permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua
pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat
menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil fihak yang
dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di
dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang sclama-lamanaya delapan hari.
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Berkas piutang negara ini diterima pengurusannya oleh KP2LN Jemba~
melalui  Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) No
196/PUPNC.18.04/2002.

Penyelesaian terhadap piutang negara diatas dimulai dengan cara mefakukan
pemanggilan kepada pihak debitur atau penanggung hutang, akan tetapi
setelah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali pihak debitur atau
penanggung hutang tetap tidak mau memenuhi panggilan.

Karena pihak debitur atau penanggung hutang tidak mau memenuhi
panggilan, maka KP2LN melakukan penetapan besarnya pintang negara
secara sepihak, melalui Penetapan Jumlah Piutang Negara ( PIPN).

Setelah melalui beberapa tahapan pihak debitur atau penanggung hutang tetap
tidak mau melunas. hutang;;nya, maka pihak KP2LN melakukan eksekusi

terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan kredit.

2.2. Dasar Hukum

1t

2

S

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
a. Pasal 1131

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yvang sudah adu maupun yang baru akan ada di kemudian hari,

menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang”.
b. Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang
mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi
menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang
sah untuk didahulukan.

HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Pasal 196

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memecnuhi isi
keputusan itu dengan damai, maka fihak yang menang memasukkan
permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua
pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat
menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil fihak yang
dikalahkan itu serta memperingatkan, snpaya ia memenuhi keputusan itu di
dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang sclama-lamanaya delapan hari.
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Pasal 224

Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang, yang diperkuat di hadapan

notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakal perkataan “ atas nama

Undang-undang™ berkekuatan sama dengar putusan nakim, jika surat yang

demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka periha! menjalankannya

dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang

dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau

memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal

diatas dalam bagian ini , akan tetapi dengan pengertian bahwa paksaan badai

itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika

hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atav. sebahagian

diluar daerah hukum pengadilan negari, yang ketuanya memerintahkan

menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 avat kedua dan

yang herikutnya dituruti.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan terhadap Undari -

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK .01/2002
T'entang Pengurusan Piutang Negara.

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002
Tentang Petunjuk Pclaksanaan Lelang.

7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01,2001
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenceral

Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.

2.3. Landasan Teori
2.3.1. Pengertian Eksekusi
Eksekusi terhadap putusan perkara perdata dalam rangkaian sistem
peradilan perdata berada di luar proses sengketa. Hukum yang mengatur eksekusi
merupakan sebagian dari hukum acara perdata yang terletak di ujung proses.
Eksekusi sebagai suatu tindakan hukum kepada pihak vane kalah dalam
suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pereriksaan
perkara. Oleh karena itu, ekse'usi tidak lain adalah suatu upaya lanjutan dari
tidakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata

( M. Yahya Harahap, 1995:1 )
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Pada azasnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dapat dijalankan, akan tetapi terdapat pengecualian dalam hal
putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai
dengan pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang
sudah mempunyai kekuatan hukumn pasti harus dijalankan. Karena yang perlu
dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan
yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan
( Retnowulan Sutantic dan Oeripkartawinata, 1997:129)

Berdasarkan sifatnya dikenal tiga macam putusan pengadilan, yaitu :

I Putusan declatoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkari,

menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

b2

Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan
hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru, seperti

putusan perceraian.

(78]

Putusan condemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman.
( 1997:109 )

Selain eksekusi putusan pengadilan juga dikenal adanya eksekusi Groose
Akta. Groose Akta adalah salinan asli dari suatu akia yang memiliki irah-irah “
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ | dengan demikian
Groose Akta seperti halnya Akta yang asli juga 11lefnpljriyai kekuatan eksekutorial
seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak
sebagaimana diatur adalam pasal 224 HIR.

Cara-cara menjalankan Putusan yang disebut eksekusi ini diatur dalam
pasal 195 sampai dengan pasal 224 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).dan pasal
206 sampai dengan pasal 258 RBg ( Recthsreglement Buitengewesten ). Ketentuan
pasal 209 sampai dengan 2?4 HIR seita pasal 242 sampai dengan 258 FBg yang
dahulu dibekukan karena bertenfangan dengan perikemanusiaan sebagaimana
diacur dalam Surat Edaran Mahkamah agung No 2 Tahun 1964 dan NO 4 Tahun
1975. Dengan dikeiuarkannva Peraturan Mahakamah Agung No | Tahun 2000

ientang Lembaga Paksa Badan, maka pasal-pasal yanz mengatur mengenai
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gyzeling ( sanderc ) tersebut mulai diperlakukan kembali. Hal ini diperlukan
dalam rangka peregakan hukum dan keadilan serta peningkatan penibaagunan
ekoi omi.

Menurut M. Yahya Harahap (1995:6) putusan yang dapat dicksekusi
pada dasarnya adalah :

I. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

2. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah
terkandung wujud hubungan hukum yang tetap din past’ antara pihak yang
berperkara;

3. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan
pasti;

4. Cara mentaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar
putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
a. Dapat dilakukan atau dijalankan secara” sukarela” oleh pihak tergugar.

b. Bila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang
ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan “ dengan paksa * dengan
Jalan bantuan “ kekuatan hukum™.
Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa
terhitung :

1. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pihak tergugat tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Eksekusi pada prinsipnya merupakan iindakan paksa yang dilakukan
pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan yang
telah memperoleh kekuatan hukum vang tetap - Apabila putusan belum
memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan belum dapat dijalankan. Dengan
kata lain suatu keputusan yang belum berkekuatan hukum tetap maka upaya dan

tindakan eksekusi beium dapat dil.%sanakan.

2.3.2. Pengertian Benda Jaminan

Jaminan dalam lalu lintas perkreditan merupakan sarana untui
memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu
suatu penyaluran kredit harus disertai dengan pemberian jaminan, sebab jenis
usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada hakekatnya sudah dapat dijadikan

garansi dalam pemberian kredit, hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa adanya
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jaminan kebendaan maka memiliki resiko yang sangat besar, jika kredit yang
disalurkan mengalami kemacetan, maka pihak bank akan dirugikan, sebab dana
yang disalurkan memiliki peluang untuk tidak dikembalikan.

Menurut Hasannudin Rahman ( 1995:162 ):

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak

ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu

kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu
perikatan.

Lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 1131 KU Perdata bahwa segala
barang atau kebendaan milik pihak yang berhutang baik yang bergerak, maupun
vang tidak bergerak , baik yang telah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Kegunaan dart benda jaminan adalah - |

I. Memberikan hak dan kekuasuan kepada kreditur untuk mengambil
pelunasan atas kredit yang telah diberikan kepada debrtur dengan cara
menjual barang jaminen debitur vang tidak dapat melunasi hntang-
hutangnya.

2. Memberikan dorongan Kepada debitur agar benar-benar menjalankan
usahanya dengan sebaik-baik.ya, scbab jika hal ini tidik diperhatikan
maka debitur akan mendapat resiko vaitu benda jaminan yang telah
diserahkan kepada kreditur akan dijual untuk pembayaran seluruh

hutangnya.

Jenis-jenis jaminan kredit berdasarkan peraturan perundang-undangan
di Indonesia terdiri dari :
I Jaminan Perorangan
Jaminan perorangan ( personal guarantee ) adalah jaminan
berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh scseorang pihak
ketiga, guna menjamin pemenuhan ke wa,iban-kewajiban debitur

kepada pihak kreditur, apabila debitur yang bersangkntan cidero ranji.
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Janunan semacam ini1 biasanya disebit jaminan penanggunga)
( borgtocht ), yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 sampai

dengan pasal 1850.

. Jaminan Kebendaan

Jaminan Kebendaan adalah jaminan berupa hata kekayaan,
baik benda maupun hak kebendaaan, vang diberikan dengan cara
pemisahan bagian dari harta kekayaan baik dari si debitur maupun dari
pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban
debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang
bersangkutan cidera janji.

Jaminan kebendaan ini meliputi :

a. Hak tanggungan.

Merupakan salah satu bentuk dari jaminan kebendaan
sebagi pengganti hipotik yang telah dihapus. Peraturan yang
mengatur mengenai hak tanggungan adalah UU Nomer 4 Tahun
1996. Dalam pasal 1 angka | UU Nomor 4 Tahun 1996
disebutkan:

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Notnor 5
tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria,
berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan
st kesatuan dengan tanah 1tu, untuk pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditwr lain.

Hak-hak atas tanah yang menjadi obyek Hak tanggungan
adalah Hak Milik, HGU HGB dan hak Pakai atas tanah negara

yang menurut sifatnya dapat dipindah tangankan.
b. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang
bergerak, vang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain
atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan vyang
memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan
pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-
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kreditur yang lain, terkecuali biaya biaya untuk meielang barang-
barang terscbut dan  biaya yang telah dikeluarkar  untuk
memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan. (S
Soedewi Masychoen Sofwan, 1981:97).

Pelaksanaan Gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan
pasal 1160 KUH Perdata.

c. Fiducia

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fiducia adalah :

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benca yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan
pemilik benda.

Fiducia dianggap sebagai jaminan yang lebih cocok bagi
bank maupun nasabahnya untuk barang bergerak, karena kreditur
tidak usah repot-repot menyediakan tempat menyimpan dan
merawat barangnya, sedangkan dilain pihak nasabah masih tetap
dapat memakai barang yang dijaminkan.

Dalam jaminan ini barang tidak diserahkan kepada kreditur
tetapi masih dalam kekuaseaan debitur, hanya hak miliknva
discrahkan secara kepercayaan. Jadi selama huiangnya belum
dibayar lunas oleh Vdebitur, hak 1ailik barang berpindah un‘uk

sementara waktu kepada kreditur.

2.3.3. Pengertian Kredit Macet

Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam peraberian kredlit
bagi pihak kreditur adalah apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi
kewajibannya untuk mezngembalikan kredit beserta bunga tepat pada waktunya.
Kondisi inilah yang pada lazimnya disebut dengan kredit macet.

Sebelumi suatu kredit dinyatakan macet. ada beberapa riteria k-edit
seperti dinyatakan da'an. Kep Direksi Bank Indonesia No 31/ 147/Kep/B', tanggal
12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Prod.ktif -
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Kredit Lancar ( pass ), apabila memenuhi kriteria :

a.

b.

Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu dan memilik.
mutasi rekening yang aktif, atau ;

Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

Kredit dalam perhatian khusus ( special mention ), apabila memenuhi kriteria :

a.

=3

e o

o

Tecdapat tunggakan angsuran pokok dun / z.au bunga yang belum
melampaui 90 hari, atau;

Kadang-kadang terdapat cerukan; atau

Mutasi rekening ielatif aktif; atau

Jarang terjadi pelanggaren terhadap kontrak yang diperjanjikan;

Didukung adanya pinjaman baru.

Kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria :

a
b.
e.

d.

e.

fi

Terdapat tunggakan angsuran pokok dan’ atau bunga melampaui 90 tiari;
Sering terjadi cerukan; atau

Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90
hari.

Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;

Dokumen pinjaman yang lemah.

Kredt diragukan ( doubtful ) , apaBila memenuhi kriteria :

a.

b.

o

Terdapat tungga'can angsuran pokok dan/ atau bunga melampaui 180 hari;
Terdapat cerukan yang bersifat permanen;

Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;

Terjadi kapitalisasi bunga;

Dokumen hukum vyang lebih baik untuk perjaniian kredit maupun

pengikatan jaminan.

Kredit macet ( loss )

Terdapat tunggatan lebih dari 270 hari;
Kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru;

Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan

pada nilai wajar.
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Kredit macet yang terjadi dalam lalu lintas perkreditan terjadi karena

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

1. Faktor yang berasal dari pihak nasabah, terdiri dari:

.

Nasabah nienyalahgunakan kredit yang diperolehnya uatuk suatu
keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan;
Nasabah kurang mampu mengelola usahanya yang berakibat pada
macet atau berhentinya usaha yvang dimiliki nasabah;

Nasabah beritikad tidak baik dengan tidak mempunyai keinginan

untuk memenuhi kewajibannya;

2. Faktor yang berasal dari pihak bank.

a

d

Kualitas pejabat bank yang rendah sehingga mempengaruh kinerja
penyaluran kredit;

Persaingan antar bank yang semakin ketat sehingga seringkali
mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat;

Adanya hubungan nepotisme dalam tubuh perbankan yang
mengakibatkan perbedaan dalam pelayanan kredit;

Lemahnya pengawasan dari bank Indonesia selaku bank yang

mempunyai fungsi pengawasan ( Gatot Supramono, 1997:132-134 ).

Akibat dari adanya kredit macet ini  mengakibatkar pihak bank

kekurangan dana, karena terhentinya sirkulasi keuangan, schingga dapat

mengganggu kinerja bank tersebut yang berakibat pada menurunnya kepecayaan

masyarakat kepada pihak bank yang bersangkutan.

2.3.4. Pengertian Piutang Negara

Piutang negara berdasarkan Pasal | Point 1 Keputusan Mentert

Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2003 tanggal 13 Juni 2002

adalah “jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang

baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh negara, berdasarkan

suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”. Berdasarkan pengertian diatas

maka piutang negara dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Piutang Negara bidang Perbankan
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Piutang negara yang dimaksud adalah Piutang Negara yang berasal dari
penyerahan kredit-kredit macet dari bank-bank pemerintah. Bank
pemerintah adalah bank yang modalnya dari dan diusahakan oleh
pemerintah; yang cara pendiriannya, organisasi .tugas, wewenang dan
tanggung jawab direksi serta hal-hal lainnya ditetapkan dalam undang-
undang.
Bank-bank pemerintah yang dimaksud :
a Bank Negara Indonesia (BNI 45)

Bank Rakyat indonesia ( BRI ).
¢ Bank Tabungan Negara ( BTN ).
d Bank Mandiri.

e¢ Bank Pembangunan Daerah.

b2

Piutang Negara Non Perbankan

Prutang Negara Non perbankan yaitu piutang Negara yang berasal dari
penyerahan tagihan-tagihan macet dari lembaga atau instansi departemen
dan BUMN/BUMD

2.3.5. Pengertiar Lelang dan Balai Lelang

Lelang adalah suatu penjualan barang dinwka umum dengan cz-a
penawaran harga secara lisan dan atau tulisan melalui usaha mengumpulkan para
peminat/peserta lelang  Suatu lelang dalam pelaksanaannya harus dipimpin
Pejabat Lelang yvang diangkat oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangaa.
( Sutardjo,1995 : 14 ).

Pejabat Lelang bertugas untuk memimpin/menyaksikan sekaligus
menjadi semacam hakim dalam pelaksanaan Ic'ang yang menenukan seorang
peserta lelang menjadi pemenang lelang Pejabat Lelang juga membuat akte
otentik sebagai bukti pelaksanaan lelang yang disebut dengan Risalah Lelang.

Lelang sebelum dilaksanakan pada prinsipnya harus didahului dengan
sebuah pengumuman kepada masyarakat menyangkut segala hal yang herkenaan

dengan lelang itu sendiri, baik dilakukan secara lisan maupun tulisar:.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

Lelang  dilihat  dari  fungsinya, adalah  institusi pasar yang

mempertemukan peniuai dan pembeii pada suatu saat don tempat ‘ertentu dengan»

cara pembentukan harga yang kompentitif. Fungsi ini dimanfaatkan untuk :

3]

U%]

Memberikan pelayanan penjualan barang secara lelang yang bersifat cepat.
efisien, aman dan dapat mewujudkan harga vang wajar kepada
masyarakat/pengusaha yang menginginkan barangnya dilelang, maupun
kepada peserta lelang.

Memberikan pelayanan penjualan barang yang bersifat paksa atau cksckus,
baik menyangkut bidang pidana, perdata maupun masalah perpajakan dalam
rangka mendukung terwujudnya keadilan dalam masyarakai.

Memberikan pelayanan penjualan dalam rangka menzamankan barang-barang
yang dimiliki/dikuasai  cleh negara termasuk barang-barang milik
BUMN/BUMD.

4. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea lelang dan Uang
miskin. (RI, Departemen Keuangan, 1998:3),
Penjualan melalui lelang mempunyai beberapa kebaikan vaitu sebagai
berikut

a. Adil, karena lelang bersifat ferbuka ( transparan ) dan objektif,

h. Aman karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksarakan oleh
pejabat lelang selaku pejabat nmum yang diangkat oleh pemerintah
yang bersifat independen. Karena itu pembeli lelang pada dasarnya
cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan pejabat lelang
menelitt lebih dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan
barang yang akan dijual ( subjek dan objek lelang ).

c. Cepat dan efisien karena lelang didahului dengan pergumuman
lelang sehingga peserta lelang dapat terkurapul pada saat hari lelarg
dan pembayarannya secara tunai.

d. Mewujudkan harga yang wajar, karena pembentukan harga lelang
pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat

kompetitif dan transparan.
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¢. Memberikan kepastian hukum, karena atas pelaksanaan lelang oleh
pejabat lelang dibuat berita acara pelaksanaaan lelang yang disebut
risalah lelang sebagai suatu akta otentik. (1998:1)

Balai lelang ( Auction House )  adalah perusahaan  vang bergerak di
bidang jasa  lelang, vaitu menjualkan barang orang lain denzan cara lelang.
( Sutardjo,1997:14 )

Menurut Pasal Ipoin 1 KEPMENKEU Nomor 306/KMK.01/2002 balai
lelang adalah : “Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan
di bidang jasa lelang berdasarkan ijin dari Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara ( DJPLN ) Departemen Keuangan ™.

Kegiatan balai lelang dalam pelaksanaan lefang meliputi penelitian fisik
dan dokumen barang, mengolah data, memberi label, menilai dan menaksir mutu

atau harga barang, serta menentukan syarat-syaral penjualannnya.

2.3.6. Fungsi Kantor pelayanan Piutang dan Lelvang INegara

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disingkat
KP2LN |, menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
300/KMK.01/2002 adalah pelakséna tugas Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang
Negara di bidang pelayanan, dan pengurusan piutang dan lelang negara yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJPLN.

Lembaga ini pada awal berdirinya te-pisah tugas dan fungsinya dimana
unsur pelayanan piutang regara dioawah koordinasi Badan Jrusan Piutang
Negara (BUPN), sedanzkan unit Lelang Negara berada dalam naunean Direktorat
lenderal Pajak . Unit lelang sejak © April 1990 telah masuk dan menjodi bagian
dart BUPN. Perpindahan unit lelang ini dimaksudkan agar Ditjzn Pajak lebih
werkonsentrasi pada pelayanan pajak dan pembinaan lelang dapat ditingkatkan.
Masuknya unit lelang ke BUPN maka dengan Kepres Nomor 21 Tahun 1991
dibentuklah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) menggantikan
BUPN.

BUPLN tercermin dari namanya terdiri dari dua unsur vaitu Pelayanan

Pengurusan Prutang Negara dan Pelayanan Lelang Nepar:..
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Pengurusan piutang negara di tingkat operasional, dilaksanakar oleh
Kantor Pelayanan Pngurusan Piutang Negara ( KP3N) scbagai penyelenggara
Keputusan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang dan Peclayanan
Lelang Negara dilak-anakan oleh Kantor Lelang Negara (KLN) dan Kantcr
Pejabat Lelang Kelas 11.

Pengurusan piutang negara dan lelang negara di tingkat regional
dikendalikan oleh Kantor Wilayah BUPLN yang merupakan perpanjangan tangan
BUPLN Pusat di daerah.

Berdasarkan pala Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 177
tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 BUPLN
diubah menjadi DJPLN. Perubahan bentuk organisasi dari suatu Badan menjadi
Direktorat Jenderal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengurusan piutang
negara sudah menjadi tugas pokok Departemen Keuangan yang memeriukan
sumber daya, kewenangan dan tanggung jawab seperti yang dimiliki oleh suatu
Direktorat Jenderal. Dengan sumber daya, kewenangan dan tanggung jawab baru
terscbut, diharapkan lembaga baru ini dapat melakukan pengurusan piutang
negara dengan cepat dan optimal.

Perubahan bentuk org~nisasi di tingkat pusat, reorganisasi juga diikuti
pada tingkat operasional di dacrah dalam bentuk penggabungan Kantor Pelayanan
Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dengan Kantor Lelang Negara (KLN)
menjadi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) mulai tahun
2001.. Penggabungan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pelayanan
organisasi baru ini, baik kepada Perbankan, Badan Usaha Milik Nasional/Daerah
(BUMN/D) maupun kepada para kreditur dan masyarakat pengguna jasa DJPLN.

KP2LN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 445/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan Kantor Pelayanan Piutang dan
Lelang Negara Pasal 23 menyelenggarakan fungsi:

a Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta

pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang

dan eksekusi barang jaminan;
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Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan miiik penanggung hutang
atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain milik penanggung
hutang;

Penyiapan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang;
Pengusulan pencegahan , pengusulan dan pelaksanaan paksa badan
serta penyiapan bahar pertimbangan penyelesaian atau penghapusan
piutang negara;

Pciansaiaa.,. pemerikeaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen
obyek lelang;

Penyiapan dan pelaksanaan lelang , penyusunan dan verifikasi
minuta risalah lelang serta pembuatan salinan | petikan, kutipan, dan
grose risalah lelang;

Pelaksanaan penggalian potensi piutang negara dan lelang;
Pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta
pengawasan Balai lelang dan Pengawasan pelaksanaan lelang pada
PT. Pegadaian ( Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani
(Persero); :

Inventarisasi, registrasi, pengamaran, pendayagunaan. dan
pemasaran barang jaminan;

Pelaksanaan registrasi dan penatausahaan berkas kasus piutang
negara, pencatatan surat permohonan lelang dan pznyajian informasi
piutang negara dan lelang;

Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan  bantnan  hukum
pengurusan piutang negara dan lelang;

Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara

dan hasil lelang;

m  Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang

Negara.

[Fantor Peliyanan Piutang dan Lelang Negara Berdasar! an pasal 24-29

Keputusan ~ Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 445/KMK.01/2001

diklasifikasikan sebagai berikut:
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Kantor pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN)
Tipe A
Susunan Organisasi (KP2LN) Tipe A adalah :

a.

Subbagicn Umum:
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan , tata
usaha, dan rumah tangga.
Seksi Piutang Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan
penagihan piutang negard serta pemeriksaan kemampuan penanggung
hutang atau penjamin hutang dan eksckusi benda jaminan,
pertimbangan dan pemberian keringane~ hutang, pengusulan
pencegahar, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan
bahan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutanz necara |
serta pengga ian potensi piutang negara
Seksi Piutang Negara terdapat 2 Subseksi, yaitu :
1. Subseksi Piutang Perbankan
Mempunyai tugas melakukan nrusan  peiayanan  penctapan,
penagihan , eksekusi dan pengusutan harta kekayazn milik
penanggung hutang, serta menyiapkan bahan pertimbanagn atas

usul penghapusan hutang negara yang berasal dari perbankan

(3]

. Subseksi Piutang Negara Non Perbankan
Mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan penctapan
penagihan eksekusi dan pengusutan harta kekayaan milik
penanggung hutang serta menyiapkan bahan pertimbangan atas
usul penghapusan hutang negara yang berasal daripada nsaha milik

negara non perbankan dan instansi pemenntah.

Seksi Pengelolaaan Barang Jaminan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang jarmman milik

penanggung hutang atau penjamin hutang dan harta kekayaan lain milik

penanggung hutang, serta inventarisasi

, Tegistrasi, pengamanan,

pendayagunaan, dan pemasaran barang jaminan
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dengan

Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang
dan dokumen obyek lelang, penyiapan dan pelaksanaun lelang serta
penyusunan risal:h lelang.

Seksi Dokumentasi dan Potensi Lelang mempunyai tugus melakukan
verifikasi risalah lelang , pembukuan pencrimaan hasil lelang, pembuatan
salinan, petikan, kutipan, dan grose risalah lelang, penggalian potensi
lelang, pelaksanaan superintendensi kepada Pejabat Lelang Swasta serta
pengawasan balai lelang dan pengawasan pelaksanaaan lelang pada PT.
Pegadaian ( Persero) dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (persero).
Seksi Intormast wan Hukum

Mempunyai tugas mei'akukan registrast dan penatausahaan berkas kasus
piutang negara , pencatatatan surat permohonan lclang, penyajian
informasi piutang dan lelang negara , sertz verifikasi penerimaan
pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN) tipe B

Susunan organisasi KP2LN tipe B terdiri daii:

Subbagian Umum.

S

Seksi Piutang Negara.

Seksi Pengelolaaan Barang Jaminan.

pe o

Seksi Lelang.

Seksi Informasi dan Hukum.

o

Lo |

Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas dari masing-masing subseksi untuk KP2LN tipe B adalah sama

tugas dari masing-masing subseksi pada KP2LN tipe A, hanya terdapat

penggabungan antara Seksi Pelayanan lelang dan Seksi Dokumentasi dan Potensi

Lelang.
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Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Demikian halnya
dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara ( KP2LN ) Jember sebagai
KP2LN bertipe A sesuai dengan letak geografisnya, maka bertanggung jawab
secara langsung kepada Kanwil KP2LN di Surabaya . Wilayah kerja KP2LN
Jember melingkupi beberapa Kabupaten disekitarnya, yaitu antara lain :

1. Kabupaten Jember.

2 Kabupaten Bondowoso.
3. Kabupaten 3anyuwangi.
4 Kabupaten Situbondo.

Ln

Kabupaten Lumajang
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BAB IlI
PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Akibat Kredit Macet Oleh KP2LLN

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 61/KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara,
ditetapkan bahwa penanganan kredit macet bagi bank-bank pemerintah diserahkan
kepada DJPLN melalui organ peiaksananya KP2LN.

Pengurusan penyelesaian kredit macet mi selain melaluw pelimpahan dan
bank terkait, juga adakalunya karena inisiatif dari KP2LN sendiri. Pengurusan atas
misiatif sendirt tersebut, atas dasar pemikiran bahwa sifat pengurucan dan
penagihan piutang macet mempunyail maksud untuk mengamankan keuangar atau
kekayaan negara. ( Muhammad Djumhana,1996:253 ).

Setelah pongrruean kredit diserahkan kepada KP2LN, maka baak yang
bersangkutan tidak lagi menjadi pihak yang berpiutang, melainkan negaralah yang
menjadi pthak yang berpiutang, sehingga dalam hal ini negera berhak untuk
menggunakan wewenangnya yang bersifat hukum publik guna memaksa debitur
untuk segera melunasi hutangnya

Penyelesaian kredit macet ;;ebelum diserahkar kepada KP2LN, maka bank
masih mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu
guna penanganan kredit macet secara tepat, hal ini bertujuan untuk menekan
kesulitan seminimal mungkin. Secara operasional penyelamatan kredit macet
dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu
I. Penjadwalan kembali ( ressclicduling), yaitu perubahan syarat-syarat kredit

yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa

tenggang, baik meliputi perubahan besaran angsuran atau tidak.

o

Persyaratan kembali ( reconditionirg), yaitu perubahan sebagian atau
keseluruhan syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal
pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak
menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau

sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan.
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3. Penataan kembali (restructuring), vaitu perubahan syarat-syarat kreait

Lienyangkut :

a

Penanaman dana bank, dan atau;

Konversi seluruh, atau sebagian turiggakan bunga menjadi pokok
kredit baru, dan atau;

Konversi seluruh, atau sebagian dari kiedit menijadi penyertaan

dalam perusahaan. (Muhammad Djumhana, 1996:268).

Tindakan penyelamatan seperti diatas apabila masih belum Juga dapat

menyelesaikan permasalahan kredit macet. maka baru penanganannya dapet
diserahkan kepada KP2LN.

Penyelesaian suatu piutang negara sektor perbankan harus melalui

beberapa tahapan-tahapan sebelum diadakannya suatu eksekusi terhadap benda

yang dyjadikan jaminan, tahapan-tahapan tersebut antara lain -

1. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara.

Penyerahan piutang negara disampaikan secara tertulis kepada KP2LM,

adapun piutang minimal yang dapat diserahkan kepada KP2LN adalah Rp 2 Juta

Periasus. Penyerahar. ini harus disertai dengan resume dan dokumen peleagkap,

resume berkas kasus yang diserahkan narus memuat hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

C.

Identitas penyerah piutang ( bank pemerintah pemberi kredit ¥
Identitas penanggung hutang atau penjamin hutang.

Bidang usaha penanggung hutang, antara lain mdustri,
manufaktur,pertanian atau bidang usaha lainnya.

Keadaan uszha penanggung hutang.

Dasar hukum terjadinya hutang, misalnya perjanjian kredit, akta
pengakuan hutang, dan lain-lain.

Jenis piutang negara, antara lain kredit modal kerja, kredit
investasi , atau jenis piutang negara lainnya

Penjamin kredit oleh pihak ketiga, antara lain T ASEL, PT
ASKRINDO, atau lembaga penjamin lainnya.
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h. Sebab-sebeb kredit atau suatu piutang dinyatakan macet seperti
kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, atau scebab-
sebab lainnnya.

1. Tanggal realisasi kredit dan tangggal-tanggal penyerah piutang
mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank
Indonesia .

J- Rincian hutang mulai dari saldo hutang pokok sampal bunga dan
ongkos atau beban lainnnya.

k. Daftar barang jaminan dengan segala uraiannya.

I Daftar harta kekayaan lain.

m. Penjelasan siagkat mengenai upaya-upaya vang telah ditemouh
guna penyelamatan kredit oleh pihak penyerah piutang,

n. Informasi lainnya yang dianggap serlu.

Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan oleh bank kepada KP2LN,
meliputi:

a Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, keputusan
yang diterbitkan pejabat yang berwenang, peraturin, kontrak, surat
perintah kerja, dan dokumen lain yang membuktikan adanya
piutang,

b Rekening koran, prima nota, mutasi pi utang, faktur, rekening, bukti
tagihan, dan atau dokumen lain yang membuktikan besarnya
piutang.

¢ Dokumen barang jaminan serta pengikatannya dan surat penyataan
kesanggupan penyerah piutang un‘uk mengajukan permohonan
roya bila piutang didukung barang jaminan.

d Surat-menyurat antara penyerah piutang dengan penanggung
hutang, terkait dengan upaya penyelesaian hutang. Apabila
diperlukan KP2LN dapat meminta bank untuk memberi penjelasan
seperlunya dan melakukan penelitiaa lapangan atas kasus piutang

yang diserahkan ( Pasal 3 ayat 3 Kepmenkeu No. 300 / KMK.01 /
2002).
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2. Penerimaan Pengurusan Piutang Negara.

Setelah diadakan penelitian terhadap berkas piutang necgara dan
kelengkapan dokumen sehingga dapat dibuktikan adanya piutang negara, maka
PUPN Cabang akan menerbitkan surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
(SP3N) sebagai tanda bahwa mulai saat itu pengurusan piutang negara beralih
kepada PUPN Cabang dengan pelaksana operasional dilakukan oleh KP2LN dan
bank wajib menyerahkan dokumen asli barang jaininan ( pasal 17 ayat ldan 2
Kepaenkeu NO.300/KMK.01/2002), SP3N memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Nomor dan tanggal SP3N.

b. Identitas penyerah piutang dan penanggung hutang.
¢. Pernyataan menerima pengurusan piutang negara.
d. Rincian dan jumlah piutang.

¢. Tanda tangan Panitia Cabang

Penelitian yang dilakukan tcrhadap berkas piutang negara dan
kelengkapan dokumen, apabila masih terdapat kekurangan terhadap kelengkapan
syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang negara yang mengakibatkan tidak
dapat dibuktikan adanya piutang nzgara , maka KP2LN akan menerbitkan Surat
Penolalan  Pengurusan Piutang  Negara ( Pasal 18 Kepmenkeu
NO.300/KMK.01/2G02). Untuk itu bank pemerintah selaku penyerah piutang
wajib melengkapi syarat-syarat penyerahan pengurusan piutang negara sebelum
berkas piutang negara diserahkan kembali kepada KP2LN.

3. Pemeriksaan setzmpat.

Pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh KP2LN ini meliputi
per slitian terhadap Feaslian, dan kebenaran terhadap dokumen barang jeminun
dan atau harta kekayaan lain beserta pengikatannya. Pemeriksaan ini Juga meliputi
penelitian lapangan atau fisik barang, sehingga dengan adanya pemeriksaan ini
keberadaan barang jaminan dapat dipertanggungiawabkan.

4. Pemblokiran

Pemblokiran dilukukan oleh KP2LN terhadap benda jaminan dengan

wjuan agar tidak terjadi pengalihan kepemilikun hak atas benda jaminan dari

debitur kepaca pihak lain, dengan ja'an mengeluarkan Surat Pernyataan

SO R 0
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Periblokiran yang berisi keterangan bahwa benda yang bersangkutan unnk
sementara berada dibawah penguasaan negara dan ditujukan kepada mstansi yang
berwenang, misalnya untuk benda jaminan yang berupa tanah divsjukan kepada
Badan Pertanahan.

5. Panggilan.

KP2LN dalam rangka penyelesaian piutang negara, herkewajiban untuk
melakukan panggilan secara tertulis kepada debitur atau peranggung hutang, paik
berbentuk perseorangan maupun badan hukum dengan menggunakan jasa karir
atau pos
6. Panggilan Terakhir

Pihaik debitur atau penanggung hutang apabila setelah dilakukan
pemanggilan, tidak datang memenuhi panggilan, maka terhitung 7 (tujuh) hari
sejak panggilan pertama, KP2LN melakukan panggilan terakhir sccara tertulis,
panggilan terakhir ini juga berlaku sebagai peringatan kepada pihak debitur atau
penanggung hutang agar bertind k lebih kooperatif dalam penyelesaiaan piutang.
7. Pernyataan Bersama dan Penetapan Jumlah Piutang Negara

Pihak debitur atau peranggung hutang setclah datang memenuhi
panggilan dari KP2LN, maka akan dilakukan wawancara dengan debitur atau
penanggung hutang mengenai kebenaran adanya dan besarnya piutang nzgara
beserta penjelasan singkat mengenai cara-cara penyelesaianya. Hal ini perlu
dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang benar-benar valid mengenai segala
hal yang berhubungan dengan piutang negara yang bersangkutan. Dalam
pernyataan bersama ini dicantumkan beberapa kewajiban yans harus dipenuhi
oleh debitur atau penanggung hutang, antara lain :

a. Pengakuan akan adanya hutang

b. Pengakuan atas besarnya piutang negar» dengan rincian yang terdiri
dari hutang pokok,bunga, denda dan atau ongkos/beban lain.

¢. Besarnya biaya administrasi pengurusan piutang negara.

d. Kesanggupan untuk - menyelesaikan  hutang dan  cara
penyelesaiaannya.

e. Sanksi jika tidak memenuhi prosedur penyelesaian hutang,
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Pernyataan bersama yang dibuat antara debitur atau penanggung hutang
dengan KP2LN mempunyai kekuatan yang sama halnya dengan keputusan hakim
dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal in’
dikarenakan dalam kepala pernyataan bersama terdapat irah-irah “* Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suatu Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat, dalam hal:
a. Penanggung hutang tidak memenuhi panggilan.
Penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang, tetapi tidak
dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang sah.
¢. Penanggung hutang mengakui jun-lah hutang, tetapi menolak
menandatangani surat pernyataan bersama.

KP2LN dalam hal ini mempunyai wewenang untuk menetapkan besarnya
piutang negara secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak debitur atau
penanggung hutang melalui Penetapan Jum!lah Fiutang Negara (PJPN),

8. Surat Paksa
Surat paksa diterbitkan oleh PUPN Cabang apabila:
a. Penanggung hutang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam

Pernyataan Bersama, setelah terlebih dahulu diberi peringatan tertulis.

b. Penanggung hutang menandatangani Pernyataan Bersama akan tetap: tidak
mau melunasinya.
c¢. Telah diterbitkan Penetapar Jumlah Piutang Negara (PJFN).

Surat Paksa in: berfungsi untuk menekan debitur ag..” menunaikan
kewajibannya sesegera mungkin. Sebagaimana Pernvataan Bersama, Surat Paksa
ini juga mempunyai kekuaan eksekutorial sebagaimana putusan hakim dalam
nerkara perdata.

9. Periniah Penyitaan

Setelah diterbiikannya Surat Paksa tidak ada it'kad baik dari penanggung
hutang untuk menyelesaikan hutangnya, maka PUPN Cabang Melalui KP2LN
akan menyita benda yung dijadikan jaminan oleh penanggung hutang dengar
menerbitkan surat perintah penitaan yang memuat identitas benda varg Jitadikan

obyek jaminan dan dasar-dasar hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyitaan.
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Dalam proses penyelesaiaan piutang negara tahap penyitaan inilah yang dapt
disamakan dengan pelaksanaan eksekusi dalam hukuin perdata.

Putusan yang dapat dicksekusi pada prinsipnya nanyalah putusan yang
bersifat condemnatoir, vaitu putusan yang ama: diktu anya mengandung unsur
penghukuman. Suatu putusan yang amar diktumnya tidak mengandung unsur
penghukuman tidak dapat dieksekusi atau non eksekutorial. Hal ini sesuai dengan
asas bahwa pada setiap putusan yang bersifat condemnatoir dengan sendirinva
melekat kekuatan hukum eksekutorial,

Ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan
bersifat condemnatoir bahwa dalam ainar atau diktum putusan terdapat perintah :

1. Menghukum atau memerintahkan “ menyerahkan™ suatu barang.

2. Menghukum atau memerintahkan = pengosongan = sebidang tanah atau
rumah.
3. Menghukum atau memerintahkan “melakukan™ suatu perbuatan tertentu.

4. Menghukum atau memerintahkan “menghentikan “ suatu perbuatan/

keadaan.

N

- Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembavaran “ sejumlah
uang.
Jika salah setu indikator tersebut terdapat dalam amar putusan,
menandakan putusan itu bersifat condemnatoir. ( M. Yahya Harahap, 1995: 12),
Pelaksanaan penyitaan oleh PUPN Cabang melalui KP2LN tidak
memerlukan surat perintah dari pengadilan sebagai nenguat putusan, akan tetani
cukup dengan menerbitkan surat Perintah Penyitaan. Hal ini dikarenakan
ketetapan PUPN cabang tersebut dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial dan bersifat condemnatoir Hal
ini dikarenakan calum pernyatazn bersama dan surat paksa terdapat irah-irah
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ yang memberikan
wewenang kepada PUPN /KP2LN untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan

fungsinya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Hukum acara perdata mengenal tiga macam eksekusi yaitu:

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Eksekusi putusan ini menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang
sebagaimana tercantum dalam amar putusan, eksekusi jenis ini tercantum
dalam pasal 196 HIK.

2. Eksekusi melaksanakan suatu perbuatan.
Eksekusi ini mengharuskan sescorang yang dihukum untuk melaksanakan
suatu perbuatan tertentu sesuai dengan amar putusan, hal ini diatur dalam

pasal 225 HIR.

VS )

Eksekusi Riil didalam HIR tidak diatur secara jelas, akan tetapi dalam praktek
banyak dilakukan. ( Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, 1997:130 )

Pelaksanaan eksekus: benda jaminan oleh KP2LN dapat digolongkan
kedalam jenis eksekusi pembayaran sejumiah uang, karena pihak debitur dituntut
untut melunasi hutangnya, apabila pihak debitur tetap tidek bisa melunasi
hutangya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka PUPN melalui K.°2L.N
akan melakukan penyitaan terhadap benda jaminan tersebut. Jika sebelum putusan
penyitaan dilakukan telah dilakukan cita jaminar, maka sita Jjaminan itu setelah
dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi
dilakukan dengan cara melelang benda-benda vang dijadikan jaminan oleh pihak
vang tereksekusi.

Praktek pelaksanaan di lapangan, penyitaan terhadap obyck jaminan akan
dilakukan oleh juru sita piutang negara berdasarkan surat perintah penyitaan,
dengan diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat.dan disaksikan oleh dua
orang saksi yang ditunjuk, bisa dari bank, KP2LN atau dari pihak-pihak lain
selama kedua saksi tersebut dinilai telah cakap menurut hukum (wawancara
dengan Bpk Dori Sasmita S.H. seksi Informasi dan Hukum, 17 september 2003)

Syarat-syarat scbaga’ saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 197 ayat
(7) HIR atau pasal 210 ayat (2) RBG adalah

1. Telah mencapai umur 21 tahun;

2

Berstaws pendrduk Indonesia;

7S

Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya.
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Pelaksanaan eksekusi penyitaan dilakukan ditempat terletaknya benda
vang hendak disita . panitia atau juru sita bersama-sama dengan dua orang saksi
yang ditunjuk mendatangi tempat terletaknya benda yang akan disita . mereka
harus melihat dan mengstahui sendiri dengan pasti jenis dan ukuran benda yang
hendak disita, bahken jika perlu melacak secara pasti mengenai status kepemilikan
benda dengan cara menaatangi Kantor Kepala Desa dan Radan Pertaualan untuk
meneliti surat-surat yang berkenaan dengan benda vang henduk disita atau
raenanyakan kepada orang yang tinggal disekitar letak benda.

Tahap se'anjutnya dari pelaksanaan eksekusi penyitaan ialah agengan
membuat berita acara penyitaan yang berisi mengenai rincian antara lain -

1. Benda apa yang hendak disita;

2. Jenis dan ukuran benda;

3. Letak benda;

4. Hadir atau tidaknya pihak tereksekusi;

5. Penegasan mengcenai penjagean benda yang disita;

6. Penjelasan nron bevinding suatu benda epabila benda yang

bersangkutan tidak difemukan;

7. Penjelasan sita tidak ‘erlaksana apabila sita eksekusi tidak dapat

dijalankan;

8. Tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan sita. ( M. Yzhya Harahap,

1995:74 )

Berita acara pelaksanaan penyitaan merupakan akte yang autertik, oleh
karena itu harus ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan dva orang saksi
dengan diketahui Kepala Desa agar berita acara tersebut mempunyai kekuatan
mengikat dan mempunyai rilai cksekutorial, setelah ditandatangan; salinarnya
diserahkan kepada pihak tereksekusi. Hal ini diperlukan sebagai pemberitahuan
secara tertulis kepada pihak tereksekusi, bahwa terhadap benda yang dimilikinya
telah dilakukan penyitaan oleh KP2LN, kemungkinan dengan adanya
pemberitahuan *~sehut pihak tereksekusi bersedia melunasi hutangnya agar

terhindar dari pelaksanaan lelang.
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Tahap selanjutnva adalah dengan melakukan pengumuman pelaksanaan
penyitaan. Pengumuman untuk benda tidak bergerak berupa tanah diumumkan
dan didaftarkan pada instansi terkait, dalam hal ini apabila tanah telah bersertifikat
pengumuman di lakukan di kantor badan pertanahan, sedangkan jika tanah belum
bersertifikat pengumuman dilakukan dan dicatat dalam buku letter ¢ di kantor
kepala desa atau kelurahan. Sementara itu untuk benda tidak bergerak tidak
diperlukan syarat pengumuman penyitaannya ( Djazuli Bachar, 1987 : 87 ).

Tujuan dari adanya pengumuman ini adalah

I Secara resmi sebagai pemberitahuan kenada masyarakat;

2. Secara resmi terbuka untuk umum;

3. Agar setiap orang dapat membaca /memeriksanya pada buku register

yang khusus dikantor yang berwenang urtuk itu (M. Yahya Harahap,
1995:85).

Pelaksanaan cksekusi untuk benda jaminan berupa benda tidak bergerak,
kKhususnya tanah yang diikat dengan hak tanggungan diatur dalam pasal 20 dan 21
UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Menurut pasal tersebut
ada dua cara eksekusi yaitu :

I. Melakukan penjualan obyek hak tanggungan .

2. Melakukan eksekusi sesuai dengan titel eksekutorial.

Penjualan obyek hak tanggungan davat dilakukan berdasarkan pasal 6
UUHT yang memberikan ketegasan bahwa pemegang hak tanggungan pertama
mempunyai kedudukan diutamakan. Penjualan tersebut dilakukan oleh pemegang
hak tanggungan berdasarkan janji untuk menjual (beding van eigenmachtige
verkoop ) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT
yang ditegaskan kembali dalam pasal 20 avat (1) UUHT. Penjualan obyck hak
tanggungan selain dilakukan melalui pelelangan juga dimungkinkan dilakukan
dibawah tangan, apabila hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan para
pthak dan akan diperoleh harga tertinggi yang akan menguntungka~ semua pihak.

Eksekusi dengan tite! eksekutoriz] dapat dilakukan berdasarlan ketentuin
pasal 14 ayat (2) UUHT, bahwa sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti

adanya hak tanggungan memuat irah-irah yang berbunyt “ Demi Keadilan
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Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa . dengan demikian sertifikat hak
tanggungan memiliki kekuatan cksekutorial seperti halnya putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi untuk benda be}gerak yang diikat dengan fiducia dan gadai sama
halnya dengan eksekusi hak tanggungan dilakukan dengan cara melakukan
penyitaan dan penjualan secara lelang. Pada praktek perbankan dewasa ini gadai
sudah jarang digunzkan sebagai jaminan kredit , karena masalahiiya bank harus
menyediakan tempat untuk menyunpan benda yang digadaikan dan benda yar.g
digadaikan berancka ragam  schingga memerlukan pemeliharaan dan pengevvasan
vang beragam pula, selain itu jtfga adanya tanggung jawab yang melekat apabila
benda tersebut hilang pada saat digadaikan , sehingga pada umuninya untuk

janrinan yang berupa henda bergerak menggunakan Fiduacia.

3.2 Pelaksanaan Pelelangan Benda Jaminan

Proses cksckusi techadap benda jaminan yang dilakukar oleh KP2LN
setelah dilakukan penyitaan dilanjutkan dengan pelelangan benda jarminen gura
pelunasan hutang pinak debitur .Dimana setelah dilakulan penyitean oleh
KP2LN, maka PUPN akan menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
( SPPBS ). Isi dari SPPBS sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai
berikut :

[. Pertimbangan hukum diterbitkannya surat perintah penjualan barang sitaan
(SPPBS).
2. Dasar hukum penerbitan SPPBS.

(7S]

Perintah kepada Kepala KP2LN setempat untuk melaksanakan lelang.

4. Uraian barang sitaan yang akan dilelang,
5. Tempat dan tanggal penerbiian SPPBS.
6. Tanda tangan PUPN. (Pasal 158 Kepemenkeu NO.300/KMK.01/2002)

KP2LN setelal dierbitkannya SPPBS, mempersiapkan peleksanaan
lelang terhadap benda jaminan, acapun benda yang dilelang adalah benda-benda
agunan kredit macet dari bank-bank pemerintah dalam rangka pencairan piutang

negara.
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Lazimnya dalam pelaksanaan suatu lelang dilakukan oleh balai

lelang,akan tetapi khusus untuk segala bentuk pelelangan terhadap piutang negara

dilakukan oleh pihak KP2LN se..dici. Balai lelang hanya diperkenankan melayani

lelang sukarela., hal ini berlaku sejak 1 April 1990 dimana Kantor Lelang MNegara

(KLN) yang semula bertugns menyelenggarakan lelang dilebur irenjadi satu

bagian dengan KP3N.

1.

o

~
~ |

Tahapan-tahapan pelaksanaan lelang oleh KP2LN adalah sebagai berikut:
Pengumuman Lelang
Lazimnya pelaksanaaan lelang, sebelum lelang dilaksanakan harus didahului
dengan pengumuman kepada publik. Pengumuman ini dapat dilakukan
melalui surat kabar, selebaran maupun madia elektronik ( pasal 246
Kepmenkeu No 300/KMK.01/2002 jo Pasal 13 Kepmenkeu No
304/KMK.01/2002 ) Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk menarik
peserta lelang sehingga peserta lelang dapat terkrmpul pada saat pelaksanaan
lelang dan juga untuk memberikan kesempatan apabila ada pihak-pihak yang
ingin mengajukan keberatan atas pelaksanaaan lelang tersebut, Pengumuman
lelang tersebut sekurang-kuranghya harus memuat:
a. Identitas penjual.
b. Hari, tanggal ,jam dan tempat lelang dilaksanakan.

Besar dan cara penyetoran vang jaminan penawaran lelang.
d. Jenis benda, jumlah, lokasi, luas tanah, dan Jenis hak atas tanah, khusus
barang tidak bergerak berupa tanah.

Penetapan nilai limit benda jaminan berdasarkan laporan yang masih berlaku,
penetapan nilar limit ini sangat diperfukan agar harga benda Jjaminan vang
dilelang tidak jatuh pada saat dilaksanakannya lelang, sehingza ada penetapan
harga minimal terhadap benda jaminan yang menjadi objek lelang. Nilai limit
benda dietetapl-an paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Nilai limit
adalah nilai pelepasan barang terendah dalam lelang, sedangkan rilai likuidasi
adalah nilai properti yang dijual melalui lelang setelah memperhitungkan
restko penjualannya. ( Pasal 247-248 Kepmenkeu NO 300/KMK 01/2002 ).

Persiapen lelang
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Tahap persiapan ini meliputi :
a  Persiapan dokumen persyaratan lelang,
b Pemberitahuan rencana lelang kepada penanggung hutang dan atau
penjamin hutang melalui kurir atau jasa pos paling lambat
7 (tujuh ) hari sebelum lelung dilaksanakan.
¢ Pemberian pelayanan penjelasan I:epﬁda calon peserta lelang vang
meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang.
d Perentuan urutan barang yang akan dilelang baik atas permintaan
Penanggung hutang dan atau penjamin hutanz ataupun oleh pihak
KP2LN
¢ Penetapan besarnya uang jaminan lelang oleh KP2LN untuk setiap
varang yang akan dilelang dengan mempertimbangkan  faktor
efektifitas den tidak melampaui nilai limit. :
4. Pelaksanaan lelang.
Lelang dilaksanakan melalui KP2LN sesuai dengan ketentvan peraturan
perindang-undangan ‘yang berlaku. Setiap pelaksanaan lelang harus
dilaksanakan di hadapan pejabat lelang. Lelang yang dilaksanakan tanpa
kehadiran pejabat lelang, maka menurut undang-undang dinyatakan tidak seh.
Dengan demikian kehadiran pejabat lelang mutlak adanva dalam pelaksanaan
lelang. Harga permulaan dari benda yang dilelang dimulai dari harga minimal
setelah dilakukan penetapan limit, dan p’hak yang mengejukan tawaran
tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
5. Pembayaran
Setelah adanya penetapan terhadap pemenang lelang, maka pemenang lelang
berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebeser harga vang telah
disepakati, menurut pasal 41 Kepmenkeu No 304/KMK.01/2002, pembayaran
uang hasil lelang dilakukan secara tunai ataupun melalui cek/ giro naling
lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran yang dilakukan
dengan menyimpang dari ketentuan vang telah ditetapkan harus mendapatkan
yin dan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri

Keuangan.Pembayaran disini juga termasuk pembayaran uang miskin yeng
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dibebankan kepada pemenang sebesar 0.7% dari harga pokok lelang untuk

benda bergerak dan 0,4 % dari harga pokok lelang untuk benda tidak bergerak:.

Uang Miskin adalah uan'g yang dipungut dari pembeli lelang scbagai

penerimaan negara bukan pajak vyang disetorkan ke kas negara. 3agi

pemenang lelang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar uang
lelang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka tidak diperbolehkan

mengikuti lelang kembali diseluruh wilayah Indonesia dalam Jangka waktu 6

(enam) tahun.

Risalah Lelang.

Setelah pelaksanaan lelang, pejabat lelang berkewajiban uatul: membuat

risalah lelang. Risalah lelang merupakan akte otentik dan mempunyai

kekuatan pembuktian yang semnpurna. Risalah lelang ini mempunyai fungsi
antara lain :

a. Bagi Penjual, sebagai bukti penjual telah melaksanakan penjualan sesuai
dengan prosedur '=lang.

b. Bagi pembeli lelang, sebagai bukti pembelian dan pembayaran yang sah.

c. Bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan Nasional adalah sebagai
dasar hukum untuk pendaftaran hak/ balik nama atas tanah.

d. Bagi administrasi Ielangfsendin’ adalah sebagai dasar perhitungan bea
lelang dan uang miskin serta pertanggungjawaban lelang ( pengawasan
pelaksanaan peraturan lelang ).

Pembuatan Risalah lelang ini juga dikuti dengan pembuatan Grose Risalah

lelang ( salinan asli risalah lelang ). Baik risalah lelang maupun grose risalah

lelang sama-sama mempunyai kekuatan eksel utorial seperti halnya putusan
nengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena memiliki
irah-irah * Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

[si dari risalah lelang memuat antara lain

a. Waktu dan tempat lelang,

b. Identitas pejabat lelang dan penjual

¢. Sifat barang dan alasan lelang
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d. Sifat kelengkapan/bukti kepemilikan barang ( benda bergerak/tidaik
bergerak)

¢. Identitas pembeli dan harga beli

. Jumlah barang yang ditawarkan.

Banyaknya surat yang dilampirkan dalam risalah lelang.

5w

Jumlah perubahan dalam risalah lelang seperti coretan dan gantian

Pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumiah vang sebagai konsckuensi
dari pelunasan hutang, seringkali pihak debitur sama sekali tidak meinpunyai uang
tunai dan yang ada hanya berupa harta benda. Mewujudkan pembayaran atau
pelunasan hutang berbentuk uang tunai dari harta benda milik debitur, maka harus
melalui proses penjualan benda secara lelang ferhadap harta tersebut, vang
pelaksanaannya secara garis besar adalah -

1. Harus melalui proses eksekutorial beslag.
2. Penjualan secara lelang, yang dalam hal ini dilakukan oleh KP2LN.

Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh
KP2LN merupakan proses lanjutan dari pelaksanaan eksekusi penyitaan, yang
bertujuan guna pencairan benda jaminan untuk pelunasan piutang negara.

Sesuai dengan tujuan diadekannya lelang, vaitu untuk pelunasan
piutang negara, make hasil bersih dari penjualan lelang digunakan unuk
pelunasan hutang dari debitur, apabila dari hasil penjualan terdapat sisa sctelah
digunakan untuk pe.nbayaran hutangnya, maka sisa itu akan dikembalikan kepada
debitur Selaniutaya jika dari hasil penjualan tersebut ternyata masih terdapat
kehurangan, maka kekurangan tersebut  wajib dibayar olch debitur. Selain itu
berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata bahwa segala hak kebendaan baik itu
barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang belum
ada dan akan ada dikemudian hari menjad tanggungan atas perikatannya
( hutangnya), maka KP2L.N dapat melakukan eksekusi [2nyitaan dan pelelangan
terhadap benda-benda lain milik debitur atau penanggung hu‘ang guna pelunasan

hutang.
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Berdasarkan praktek pelaksanaan pelelangan dikenal 2 macam lelang
vaitu :
I. Lelang Eksekusi.
2. Lelang Non Eksckusi
Lelang Eksekusi yaitu lelang yang dilaksanakan sebagai kelaniutan dari
proses eksekutorial beslag terhadap benda yang dijadikan obyek 'elang, dengan
kata lain sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan proses penyitazn
terhadap benda yang bersangkutan. Dalam praktek pelaksanaan szbuah Jelang
cksekusi terlebih dahulu harus mempunyai hukum tetap atau telah mendapatkan
putusan dari pengadilan, dengan kata lain sebelum memperoich kekuatan hukui
yang tetap lelang eksekusi belum dapat dilakukan.

Lelang non cksekusi adalah lelang yang dilaksanakan tanpa didahului
dengan proses ekschutorial beslag terhadap benda yang dijadikan obyek lelang,
misalnya lelang  asset/barang milik negara/inventaris ( instansi ) dengan tujuan
penghapus bukuan dari daftar invénlaris. Dalam lelang jenis ini udak diperlukan
putusan pengadilan gun:t melaksanakan lelang.

Berdasarkan penggolongan lelang diatas , maka lelang  vang
dilaksanakan oleh KP2LN dapat digolongkan kedalam jenis leleng eksekusi,
karena sebelum lelang dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan proses eksekutorial
beslag terlebih dahulu terhadap benda yang dijadikan objek lelang. Pelelangan
yang dilakukan oleh KP2LN pada prinsipnya tidak memerlukan putusan
pengadilan guna pelaksanaannya, hal ini dikarenakan segala putusan yang
dikeluarkan olen ~P/Lix diangga; telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
atau telah mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan badan
peradilan yang bersifat gewijsde yaitu keputusan yang mempunyai kedudukan
hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap ( witerlijke gewijsde ) dikarenakan adanya irah-irah “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™ . Akan tetapi dalam pelaksanaannya
seringkali ada intervensi dari pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi

memerlukan fiat dari pengadilan.
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Intervensi dari pihak pengadilan tersebut biasanya muncul karena adanya
perlawanan  dari pihak  tereksekusi dengan  mengajukan  perlawanan
(verzet ) kepada pengadilan . Intervensi ini dapat dianggap sebagai campur tangan
dalam kewenangan instansi lain, padahal dalam peraturan perundangan secara
Jelas dan tegas telah disebutkan, bahwa untuk penyelesaian piutang negara dengan
segala tindakan hukumnya merupakan wewenang mutlak dari PUPN (KP2LN).

Akibat hukum dari pelaksanaan lelang dimuka umum antara lain adalah
berpindahnya kepemilikan benda objek jual beli dan hak kebendaan yang melekat
pada benda itu kepada pembeli lelang . Saat terjadinya peralihan tersebut terhitung
sejak juru lelang mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan pemenuhan
alas semua syarat lelang oleh pembeli lelang. Surat keterangan tareebut
merupakan bukti peralihan hak dari tangan pemilik semula (pthak tereksckusi)
kepada pembeli lelang, jadi pembeli lelang sudak sepenuhnya menjadi pemilik.
Akibat lainnya dari penjualan secara 'clang adalah segala resiko sepenuhnya
ditanggung pembeli lelang setelah dinyatakan a.ebﬁgai pemenang lelang, resiko
tersebut melekat pada diri pembeli lelang dalam hal :

I. Pada pemberian ijin pembayaran tangguh | secara tegas dituliskan

beban tetap dipikul pembeli selama masa tangguh.

o

Kemusnahan barang terjadi setelah pembeli lelang  melunasi
pembayaran ( M. Yahya Harahap, 1995 ; 180 ).

Praktek pelaksanaan eksekusi dilapengan seringkali jalannya proses
cksekusi tdek sampai pada tahap pelaksanaan pelelangan, hal ini  discbabkan
oleh:

. Adanya kekhawatiran dari pihak debi‘ur atau penanzgung hut-cmg__
bahwa lia.ga benda yang dilelang akan turun, atau tidak sesuai dengan
yang dihacapkan, sehingga mereka berpikiran lebih baik menjual benda
tersebut tanpa melalui proses lelang dengan jalan mengajukan

permolionan penjualan tidak melalui lelang,

o

Adanya nilai historis yang melekat pada benda yang hendak dilelang
dengan kehidupan debitur atau penanggung hutang, schingga ada

perasaan berat hati untuk kehilangan bareng tersebut darr mem:lih
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melunasi hutangnya dengan jalan melakukan penebusan terhadap
benda jaminan.

3. Besarnya biaya administrasi yang harus dibayar anabila tahap
pengurusan dilakukan sampai pada tahap lelang, yaitu melebihi jangka
waktu 3 bulan setelah diterbitkannya SP3N, yaitu sebzsar 10 % dari
besarnya piutang negara

4. Adanya penarikan pengurusan piutang negara vang cilakukan oleh
pthak penyereh piutang ( Bank Pemerintah ), dengan tujuan untuk
melakukan restrukturisasi hutang

KP2LN  setelah dilakukannya pelunasan  piutang negara akan

mengeluarkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas ( SPPNL ) atau surat

Pernyataan Piutang Negara Sclesai (SPPNS) apabila pihak penyerah piutang

menartk kembalt pengurusan piatang, nepara dengan ketentean bahwa penarikan

adalah untuk melakukan restrukturisasi hutang. Apabila setelnh dilakukan
pelelangan terhadap benda jaminan ternyata hasilnya tidak mencukupi untuk
pelunasan hutang, dan setelah dilakukan pemeriksaan dapat dibultikan bahwa :

1. Debitur atau penanggung hutang tidak mempunyai kemarpuan untuk
meyelesaikan hutang.

2. Debitur atau penanggung hutang sudah tidak mempunyzi lagi harta kekayaan
yang dapat dijadikan jaminan , karena telah dicairkan, kalaupun ada tdek
mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

maka KP2LN akan menerbitkan Surat Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih

( PSBDT ). KP2LN akan melakukan pengurusan kembali terhadap Piutang vang

sementara belum dapat ditagih, apabila dalam nerkembangan pameriksaan

selanjutnya dapat dibuktikan bahwa pihak debitur atau penanggung nhutang

mempunyail kemampuan untuk melunasi hutangnya.
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3.3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam pelaksanaan Eksekusi dan

Pelelangan Benda Jaminan

Eksekusi  benda jaminan oleh KP2LN, ternyata tidak mudah

dilaksanakan, adakalanya mengalami suatu hambatan yang dapat mengganggu

Jalannya pelaksanaan eksekusi, hambatan-hambatan fersebui antara lain :

I. Hambatan Pelaksanaan Penyitaan.

a.

Pihak penyerah piutang kurang kooperatif , misalnya data yang diserahkan
mengenai keberadaan benda kurang lengkap atau tidak sesuai dengan
keadaan dilapangan schingga jurusita kesulitan dalam menemukan objek
di lapangan . KP2ZLN untuk itu akan melakukan konfirmasi ulang kepada
pihak penyerah hutang agar didapatkan data yang sesuai dengan keadaan
di lapangan.

Dokumen barang jaminan yang ada kurang mendukung atau tidak lengkap
, misalnya batas-batas kurang jelas, jumlah benda jaminan tidak tercantum,
dll. Akibatnya pelaksanaan eksekusi menjadi tertunda karena \urangnya
kepastian hukum dari data-data yang ada. KP2LN apabila di]jer]ukan
dalam hal ini akan mengadakan pengecekan ulang terhadap instans: *erkait
mengenai kebenaran data , misalnya pada Badan Pertanahan atau Kantor
Kepala Desa.

Adanya perlawanan dari pihak debitur atau pihak ketiga terhadap
pelaksanaan  eksekusi, misalnya nwngnjul:am perlawanan  melalui
pengadilan  schingga pelaksanaan  cksckusi menjadi  tertunda, atau
melakukan blokade terhadap pelaksanaan cksckusi di lapangan. KP2LN
dalam mengatasi hal ini akan melakukan koordinasi dengan instansi-
instansi terkait, misalnya dengan Pengadilan dan pihak Kepolisian agar
pelaksanaan cksekusi bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya

Aparat cdesa kurang kooperatif dalan: membantu pelaksanaan eksekusi.
sehingga pelaksanacn eksekusi 1nenjadi kurang lancar, misalnya dengan
tidak mau raenandatangani berita acara penyitaan, hal ini biasanya terjadi
pada obyek vyang dimiliki olzh kerabat aparat desa. Berdasarkan

permasalahan tersebut diperlukan pendekatan persuasif kepada aparat
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desa terkait oleh KP2LN agar bertindak lebih kooperatif dalam membantu
pelaksanaan cksekusi, dengan memberikan pengertian bahwa piutang
negara juga termasuk sebagai kepentingan masyarakat umum, karena
hasilnya citujukan untuk kelangsungan pembangunan.

Letak objek yang sulit dijangkau. Adakalanya letak objek jaminan sangat
terpencil dan pelosok dengan medan yang sangat sulit ditempuh, untuk itu
diperlukan perjuangan dan kegigihan yang lebih dari aparat terkait dalam
melaksanakan tugasnya. (wawancara dengan bapak Tony Ardhianto,S.H,

Seks! Pengelolaan Barang Jaminan, 17 Oktober 2003 ).

2. Hambatan-hambatan Pelelangan.

a. Dokumen kurang leagkap, hilang atau kurang. Pelelangan tidak dapat

C.

d.

dilakukan tanpa kelengkapan dokumen,untuk ita kekurangan dokumen
harus  segera dilengkapi agar pelalsanaan  lelang  dapat  segera
dilaksanakan. Misalnya dengan meminta salinan kepada instansi terkait,
seperti Badan Pertanahan atau Kantor Kepala Desa.

Tidak terbitnya SKPT ( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ) untuk
Jaminan yang berupa tanah. KP2LN dalam hal ini akan meminta kepada
Badan Pertanahan untuk segera menerbitkan SKPT, agar lelang dapat
segera dilaksanakan.

Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak pemilik objek telang
terhadap pelaksanaan lelang. Seperti halnya dalam pelaksariaan eksekusi
penyitaan, dalam pelaksanaan pelelangan KP2LN apabila diperlukan Juga
akan meminta bantuan kepada istansi terkait, misalnya pada [’cngudilalﬁ
atau pthak Kepolisian.

Adanya  keberatan  atau  perlawanan  dari pihak  ketiga, misalnya
kepemilikan benda jaminan telah beralih kepada  pihak lain tanpa
sepengetahuan KP2LN, dan pihak pemilik yang baru rierasa keberatan
terhadap pelaks:naan lelang tersebut. Adanya keberatan ini harus segera
diselesaikan dengan jalan memberikan penjelasan kepada pihak terkait
mengenai kedudukan benda yang menjadi permasalahan dan Juga meminta

pertanggungjawaban kepada pihak penanggung hutang atas terjadinya
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permasalahan ini, bahkan apabila diperlukan untuk keadaan yang
mendesak KP2LN dapat meminta penetapan dari pihak pengadilan agar
lelang dapat segera dilaksanakan( wawancara dengan Bapak Doni
Sasmita, Seksi Informasi dan Hukum, 17 Oktober 2003 ).
Hambatan-hambatan yang terjadi tersebut berakibat pada terganggunya
pelaksanaan eksekusi benda jaminan oleh KP2LN, sehingga proses
penyelesaian piutang negara semakin membutuhkan waktu yang lebih lama
dari ketentuan yang berlaku. Apabila hal im tidak segera ditanggulangi maka
akan berakibat semckin bertumpuknya kasus piutang negara yang harus
diselesaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan suatu koordinasi
dan kerjasama yang baik diantara instansi terkait guna pengembalian pintang
negara, selain itu partisipasi masyarakat Juga sangat diperlukan karena piutang
negara berarti pula milik masyarakat sehingga masyarakat diharapkan ikut
peduli, misalnya dengan memberikan informasi mengenai tempat debitur yang

nakal.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diates, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan, yaitu antara lain :

1.

(o8]

Proses penyelesaian piutang negara sebelum pelaksanaan eksckusi,
terlehith dahulu harus melalui tahapan-tahapan vpengurusan vang
meliputi penyerahan pengurusan piutang negara oleh bank kepada
KP2LN, penerimaan pengurusan piutang negara, pemeriksaan
setempat, pemblokiran benda jaminan, panggilan pertama, panggilan
kedua disertai peringatan., pernyataan bersama atau penetapan jumlah
piutang negara (PJPN), dun penerbitan surat pak:a. Pelaksanzan
eksekust benda jaminan oleh KP2LN dilakukan dengan melakukan
penyitaan terlebth dahulu. Pelaksanaan cksekusi penyiwan dilakukan
oleh juru sita dengan dibantu oleh dua orarg saksi dengan diketahui
kepala desa/lurah tempat objek jaminan berada, kemudian terhadap
penyitaan (ersebut dibuat berita acara nenyitaan dan diumumkan
kepada khalayak umum.

Proses pclaksanaan eksekusi  setelah dilakukannya penyitaan
dilanjutkan dengan pelelangan. Pelaksanaan lelang dimulai densan
melakukan pengumuman lelang kepada masyarakat, kemudian
dilakukan penetapan terhadap nilai Jimit, setelah itu rahap persiapan
pelelangan yang juga meliputi penetapan besarriya uan. iaminan
lelang. Dalaim pelaksanaaunya pihak yang mengajukan tawaran paling
tinggi dinyatakan sebagai pemenang den Ciwajibkan mementhi
kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Apabila setelah leiang
terhadap benda jaminan dilakukan dan hasil lelang tidak mencukupi
untuk pelunasan hutang, maka KP2LN akan melakukan penyitaan dan

pelelangan kembali terhadap benda-benda penanggung hutang vang

46
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lain, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 Kitab Undary-
Undang Hukum Perdata.
Dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan dan pelclangan benda jaminan
seringkali terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan jalannya
eksekusi penyitaan dan pelelangan menjadi terganggu. Hambatan-
hambatan tersebut antara lain :
1. Hambatan Pelaksaraan Penyitaan.
a. Pihak penyerah piutang kurang kooperatif ;
b. Dokumen barang jaminan yang ada kurang mendukung atau
trdak lengkap ;
c. Adanya perlawanan dari pihak debitur atau pihak ketiga
ternadap pelaksanaan eksekusi;
d. Aparat desa kurang kooperatif dalam membantu peiaksanaan
cksekusi;

¢. Letak objek yang sulit dijangkau.

2. Hamvaltau-ha.nbatan P~lelangan.

4.2. Saran
1.

a. Dokumen kurang lengkap, hilang atau kurang;

b. Tidak terbitnye SKPT ( Surat Keterangan Pendaftaran Tanah )
untuk jaminan yang berupa tanah;

¢. Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak debitur terhadap
pelaksanaan lelang;

d. Adanya keberatan atau perlawanan dari pihak ketiga;

Pihak perbankan sebelum memberikun kredit hendaknya melakukan
penelitian yang lebih cermat mengenui kemampuan, keadaan usaha
dan itikad baik dari debitur, hal ini untuk meminimalisir terjadinya
kredit macet.

Pihak debitur hendaknya mempunyai kesadaran untuk melunasi

hutangnya, sebelum dilakukan eksekusi oleh KP2LN yang tentunya
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membutuhkan biaya tambahan , seperti biaya administrasi , biava
lelang dan lain sebagainya.

KP2LN untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saaat
pelaksanaan eksekusi penyitaan dan pelelangan, hendaknya
mengadakan suatu koordinasi yang baik dengan semua pihak yang
terkait dalam permasalahan tersebut, baik dengan pihak debitur atau
penanggung hutang, pthak bank masyarakat maupun dengan instarsi-
imstansi  terkait lainnya  (Pengadilan,  Kepolisian, Badan

Pertanahan,dll).
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LAMEIRAN 1

/2 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
LR UNIVERSITAS JUMBER

FAKULTAS HUKUM

il Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos § Jember 42121

0331 .“"1"--4{"-_ - 330482 [ax. 330482
NOmor i 873 B et O S 1 ke 2603 Jember, 9 Souptembar 2003 4
.ampiran

“eriial i NS

Yt Kepalua Kantor

KP2LN FYabupa. on Joaber
dl -
™ L e B 3

Dekan [Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara secrang mahasiswi ¢

Nama CHUMAMMAD AMILUDIN

SIM 199071010161

Frogram .51 Iimu Hulkum

Alamat

J1lg lias Nog1ll Jeuber,

Keperivan © Konsultasi lentang -‘“*‘ aly "Pelaksonsam Lksekisi Benda Jaminon
Akibat Xredit iacet Di Lan%or Pelayawxan Plubaag dew Lelaomg
Negara ( Sbudi DI XP2LN JEMBER ) v,

LT sy a8yt T Rl kL E i dF - ittt ey |y SN T e
cdasil konsuliasi o digunckan untuk melenglkapl bahan ponvusuna

Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama vang haik kami ucapkan terimakasili,

Dekan,
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/6-
D o,
o
7

Arlr
Y
\oi?

G PARON PIUS, S

NiP. 130 808 @35

embusan Kepada : Kajure Kepordatanm,

\ifh_ .H.Er.l""'.‘ R’Q‘-’,iaﬂ sasassessras e s RS et aany sy aan
Yung bersanghiutan
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lampiram 2

DEPARTEMEN KETTANOCAN REDIIRT V7 TINDOAVTL QY A
17E58 TREN A BULY !.1_11 ] TERINAT ALY ANAYE U iR sa i BANEFNS N AR
DIRFKTORAT JENDERAT PIUTANG DAN LRTANG NEGARA
WANTOR WILAYAH VI
ETANTMAD DT AY AN AN MITTT AN S Ty AN L’T A W TN A ADA TIAADT D
ANAAIN LTINS § XU B N Y BOEN B RN Ly 34319 }_ij_:.l_.r."i."l r 1\‘1 EU:’\.].\I"K d}.‘:ﬂ'tlij.!_'.ui‘\.
Ji. Mastrip No. 79 lelepon : (0331) 335958
Jember 68121 Favimile : (0331) 321277
Noror DS AR /WP CorK P oasn03 13 Novernber 2002

Lampiian ) =
Hal | « c KONSUILTAST
Tih,  Dekan Fakullas Hukum Universitas Jember

b i § 10 nlr P )
GUUITpUs 1 uf:.'h Boto Kotak Pos ©

Jalan Kalimantan Nonior 37
Jember - 68121

Memperhatikan sural Saudara Nomor ; 4143/7.25.1.1/PP.5/2603 tangual 1 September
2003 hal seperti terscbut pada pokok surat. dengan ini kami menerangkan babwa mahasiswa,

Nama » Muhanunad Amiludii
NIM : 99071010101

-~

51 Thmu Fukum

Program

s 5 S %Y mpam i e AT e
:udlu it cticiie wm"- SN 1 TR
talaly ale < alalrn | . i T#meve sl Lonl - Tres . e |
Wida  SCiesal meilaKsanakan Xonsultas: au(:ac:.m vdadad ponyusunan  sxupsi dcng.’m j"uul

Pelaksanaan ksekusi Benda Jaminan, Akibat Kredit Macet Oleh Hantor Peiayanan
Piutung dan Lelung Negara (Studi di KP2IN Jember),

w

Dicmikian kanmi samoaikan atas nerhatiannva dincapkan terima kasih,
H ) H

e svw oy s e
St BN I G LR s
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l'elepon (U331) 335958
Tember 68121 Faximile : (0331) 321277
Nomor D Se AR WP o 0a/2003 13 November 2003
Lampitan Fe
Hales  KONSULT'AST
Yih,  Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
T o w1y Dasal T2 A 7 rvitals DAaa O}
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Jalan Kalimantan Nomor 37
Jember - 68121

~ Iy

{ikan sural Saudara Nomor ; 4143/7.25.1.1/PP.5/2003 fangear 1 Sepiember
2003 hal seperii tersebut pada pokok surat. dengan ini kami mencrangkan babwa mahasi siswa,

Nama : Muhaminad Amiludiii

NIM YO0 71010101
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Lampiram 3

DEPARTEMEN KEUANGAN REZPUBLIK INDONESIA
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip 79

Telepon @ (0331) 335958
Jember 68121

Faksimile : (0331) 321277

Nomor : SP3N- /PUPNC.18.04/
Sifat ¢ Scgera
Hal © Penerimaan Pengurusan Piutang Negara

Atas Nama

Yth

SURAT PENERIMAAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Piutang Negara yang Saudara serahkan pengirusannya dengan
surat Nomor :

tanggal dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang Jawa Timur dapat menerima penyerahan pengurusan Pintang Negara alas nama

alamat

tersebut sehesar -

& H.thﬂ.ng' Pokok : Rp -4 N
2. Bun-g.i'i' 5 LR e
3. Denda - Rp...

4.

Beban-beban lainnya ¢ " Rp .

i

Jumlah “5F Rp

Terbilang

v
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengurusan Fiutang Negara beralih kepada Panitiz Urusan

Piutang Negara dan penyelenggaraannya dilakukan olch Kantos Pelayanan Piuteng dun Lelang Negara (KIQ:,N)/
Jember dan oleh karena itu dokumen asli barang jaminan dan atau harta kekayaan milik Penanggung Hutang/
PenjaminHutang agar Saudara serahkan kepada KP3N Jember.

Atas perhatian Saudara, dincapkan t=rima kasih.

An. Ketua Panitie
Anggola PUPN Cabang Jawa Timur

Tembusan :

[. Kepala Kanwil V! ™'PLN ¢ Surabaya;

2. Kepala KP2LN Jember u.p.
a. Kepala Seksi Informasi & Hukum:
b. Kepala Scksi Pengelolaan Barang Jaminan;
c. Kepala Scksi Piutang Negara.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INGONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGLRA JEMBER

Jalan Mastrip No. 79 Telepon : (0331) 335958
Jember 68121 . Faximile : (0331) 521277
Nomor :PER- /WPL.06/KP.04/PGL.1/

Sifat : Sangat Segera

Hal : Panggilan Terakhir Penyelesaian Piutang

Negara atas nama

Yth.
PANGGILAN TERAKHIR
- Dengan ini kami peringatkan bahwa Saudara tidak memenuhi Surat Panggilan Nomor :
PGL- /WPL.06/KP.04/ tanggal . Oleh karena itu diminta

kedatangan Saudara untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian hutang Saudara sebagaimana dimaksud

dalam Surat Panggilan kami tersebut pada :

Han

Tanggal

Pukul 1 09.30 WIB

Menghadap : Kepala Seksi Piutang Negara
Membawa : Foto copy KTP/SIM

Apabila Saudara tidak memenuhi kcientuan panggilan terakhir ini, maka kami akan

melakukan penagihan sckaligus dengan Surat Paksa atas hutang Saudara dimaksud.

Atas perhetian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

Tembusan :

.

2. Kasie Informasi & Hukum,
3. Kasie Piutang Nega,a.
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PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Jalan Mastrip No. 79 Telepon ~ : (0331) 335958
Jember 68]2}; Fakmumile :(0331) 321277

KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR
NOMOR : PJPN- /PUPNC.18.04/2003

TENTANC
PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA

ATAS NAMA :

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang . 4 Bahwa dengan Surat Peneriniaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nemor

maka kewenangan Pengurusan pintang Negara atus nama

beralih kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur;

b. Bahwa

sehingga tidak dapat dibuat Pemya‘aan Bersama.:

Mengingat & Al Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentaryy Panitia Urusap Piutang

Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2] 04),

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang

Negara dan Badan Urusan Piutang Negara,

3. Keputusan Menterj Keuangan Nomor G1/KMK.08/2002 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara;

4. Keputusan Menter Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomoy - 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12 Maret
2002 tentang Pengangkatan anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang

tJ
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA C/BANG JAWA
TIMUR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PIUTANG NEGARA AT\S
NAMA

Pertama ¢ Jumlah Piutang Ncgam yang wajib dilunasi/diselesaikan olch

kepada Negara Cq.

adalah sebesar Rp.

dengan perincian sebagai berikut:

a. Hutarp Pokok :  Rp.
b. Bunga O RD
¢. Denda 8 Rp:
d. Onpkos-onpkos r Rp

¢. Biaya Administrasi Pengurusan Piuteng Negara 10% sebesar Rp

Kedua ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kanwil VI DJPLN Surabaya

2
£

4. Kepala Seksi Informasi dan Hukum:
5. Kepala Seksi Piutang Negara,

Ditetapkandi  : Jember

Pada tanpgal

a.n. Ketua Panitia,

Anggota PUPN Cabang Jawa Timu-

Slamet Sunaryo

NIP 060057205
BKPN :
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DEARTEMEN KEUANGAN REUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBIR

BERITA ACARA TANY A JAWAB
Nomor : BATJ- WP L.O06/KP .04/

Pada hari ini tanggal bulen tahun
pukul WIB, saya :
Nama / NIP
Jabatan
Berdasarkan :
1. Undang-undang MNomor 49 Prp Tahun 1960:
2. Keputusan Menteri Fevangan NMomor : 333/KMEKQ1/2000;
3. Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Macet ; tanggal
4, Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara : SP3N- /PUPNC.18.04/ langeal
5. Surat Panggilen Nonor : PGL- /WPL.OG/KP. 04/ tanggal
6. Surat Panggilan Terakhir Nomor : PER- /WPT..O6/KP.04/ tanggol
7. Pengumuman Panggilan Nomor : tanggal

Mengadakan tanya jawab dengan Penanggung Hutang/Penjamin liutang :

Nama

Pekerjaan

Alamat :
Keterangan Diri (IKKTF/SIM/Paspor)

Schubungan dengan hutangnya kepada negara cq.
dengan hasil sebagaimana terlampir.

Pewawancara
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Lampiran Berita Acara Tanya Jawab
Nomor : BATI- IWPL.06/K.04/
Tanggal:

Na. Pertanyaan Jawahan
1. | Apakah saudara dalam keadoaan sehat ?
2. | Apakah saudara mengetahui mengapa saudara
dipanggil ? AR
3. | Apakah bersedia untuk diwawancarai ?
4. | Berdasarkan  surat  penyerahan piutang
nomor : saudara mempunyai
Hutang keada Negara +q. §
Sebesar Rp. apakah |
saudara mengakui hutane sebesar itu ?
5. | Berdasarkan pengakuan dan  kebenaran
» hutang saundara sebesar Rp.
Bagaimana saudara menvelesaikannya ?
6. | a. Saudara tidak mengakui hutang sebesar
| Rp. tetapi hanva scbesar
!
|
1
|
i
|

Rp. . apakah Saudara
mempunyai  bukti  vang mendukung
pendapat saudara ?

b. Apakah Saudara bersedia menyerahkan
perhitungan  dan  bukti  tertuiis  bahwa
hutang saudara sebesar Rp., !

{ ‘ Dalam waktu tidak kurang dari 7 (tujuh) |

I {  hari sejak hari ini ?

| | ¢. Bagaimana cara saudara

( | menyelesaikannya 7 |

Z. |Mcnumt kelentuan  pengurusan  piutang |
| negara, saudara wajib me'unasi hutang paling
I lama 12 (dua belas) bulan, dan Jika saudara

| i tidak  menyelesaikannya  dalam  waktu

i | tersebut,  maka terthadap saudara  akan

dilakukan penagihan terscbut dengan Surat

Paksa, bagaimana pendapart saudara ?

8. |Jelaskan  hal-hal lain  yang  dapat

memperlancar peavel=saian hutang saudara?

9. | Lain-lain. |

Hasil tanva jawab mi dibuat dengan sesungeuhnya,

Penungoung Hulang Pewawancara

Saksi-saksi

Suksi Kedua . Salisi Pertama
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONES{A
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA
KANTOR PELAY ANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JEMBER

Jalan Mastrip 79 Telepen : (0331) 335058

lember 68121 Faksiraile : (0331) 321277
BERITA ACARA PEMBERITATTUAN SURAT PAKSA
Nomor :
Pada hari ini tanggal bulan
ahun pukul bertempat di
savya :
Nama
m)
‘angkat/Golongan
abatan

+ Jurusita Piutang Negara pada KP2LN Jember yang diangkat berdasarkan Surat
xeputusan Menteri Keuangan Nomor : 02/KM.09/UP.11/2002 tanggal 1€ Januari 2002,

erdasarkan Surat Tugas Kepala KPZLN Jember Nomor : ST- IWPL.06/KP,04/

inggal dan dengan disaksikan olel: 2 (dua) orang saksi ;

Nama

Umur .
Peckerjaan : Pegawai KP2LN Jember
Alamat

Nama
Umur
Pekerjaan :
Alamat

MEMBERITAHUKAN DENGAIN RESMI
epada bertempat tinggal di
berkedudukan scbagai
urat Paksa Nomor : .
n saya, Jurusita Piutang Negara berdasarkan kekuatan Swiat Paksa tersebut memerintahkan kepada
*nanggung Hutang, supaya dalam wakmu 1 x 24 Jjam memenuhi Surat Paksa ini dan melunasi hutang kepada
egara dengan menyetor kepada Bendaharawan Penerima KP2LN atau
ka hutang tersebut tidak dilunasi dalam w
ekayaan Lain Penanggung Hutang dan
rgerak DISITA dan DILELANG ya
pada Negara. Selain daripada itu

tanggal

aktu yang telah ditentukan, maka Barang Jaminan dan atau Harta
atau Penjamin Hutang baik barang bergerak maupun barang tidak
ng hasil pelelangannya diperhitungkan untuk pelunasan hutang
Surat Paksa ini dapat dilaksanakan dengan tindakan PAKSA BADAN.

Saya, Jurusita Piutang Negara telah menyerahian  Salinan Surat Paksa Jan Beria Acara
mberitahuan Surat Palisa ini kepada Penangoung Hutang dan di
atau kepada

bertempat tinggal di
disebabkan

ncsima Surat Paksa, Jurasita

: SANSI-SAILSI o ol a ek o e Bl =
e =B - Saksi Kedua,
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PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA 'l'lMUR_
Jalan Mastrip No. 79 ‘I'clc;-)ox.l 1 (0331) 335958
Jember 68121 Faksimile :(0331) 321277

SURAT PERINTAH PENYITAAN
- NOMOR : SPS- /PUPNC.18.04/2003

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang . a. Bahwa

selaku Penanggung Huteng/Penjamin Hutarg kepada Negara Cq,

temyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan
dalum Surat Paksa Nomor :
tangaal ¥

b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu
segera menyita barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung
Hutang dan atau Penjamin Hutang yang bersangkutan ;

Menginpat + 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tenting Panit’a Urgser Piutang

Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2104);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tontang Pavitia Urusan Plutang
Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 61/KMK.08/ 2002 lentang Punitia
Urusan Piutang Negara;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12

Maret 2002 tentang Pengangkatan anggota Panitia Urusan Piutang Nagare
Cabang

MEMERINTAHKAN

Kepada * Kepala KP2LN Jember untuk menugaskan Juru Sita Piutang Negara menyita barang

Jaminan dan atau harta kekayaan lain milik Penanggung Hutang dan atau Perjamin
Hutang

Sebagaimana tercantum di bawah ini... .
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NOMOR : SPS- /PUPNC.18.04/2003

Salinan Surat Perintah Penyitaan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kanwil VI DJPLN Surabaya selaku Ketua PUPN Cabang “awa Timur

: |
2\

£
4,
Dikeluarkan di : Jember
Pada tanggal - :
An, Ketua Panitia

Anggota PUPN Cabang Jawa T:mur
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DAUN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KANTOR WILAYAH VI

KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JEMBER

1 Mastrip No. 79
er 68121

.

Telepon :(0331) 335958
Faxinule :(0331) 321277

Pada hari ini
ahun '
aya
epala KP3N Nomor : ST-
ibantu oleh saksi-saksi :

Alamat

Alamat

lah melaksanakan Penyitaan terhadap bar

utang / Penjamin Hutang

ngan Surat Perintah Penyitaan Ketuu P
PS- /PUPNC.21/

sebelum melaksanakan penyitaan, saya Jurusita Piutang

ngan

kemudian menjelaskan dan memperlihatkan Surat

nyitaan tersebut diatas.

Barang-barang jaminan dan/atau harta keka
itang yang disita berupa :

Barang-barang bergeralk

BERITA ACARA PENYITAAN

Nomor
tanggal bulan
‘ pukul WIB.
selaku Jurusita Piutang Negara berdasarkan Surat Tugas dari
/WPN.06/KP.02/ tanggal dengan

, Pekerjaan

, Pekerjaan

ang jaminan dan harta kekayaan milik Penanggung

sesuai

anitia Urusan Piutang Negara Cabang Jember Nomor :

tanggal

Negara telah beriemu dan berbicara

Tupas serta membacakan Surat Perintah

yaan lain milik Penanggung Hutang / Penjamin

Uraian

Barang

Keterangan

i 3_ e e ST AR :f-t;‘?r"
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BKPN :
B. Barang-barang tak bergerak
No. Uraian Barang Keterangan

.....

Barang jaminan dan kekayaan lain milik Penanggung Hutang / Penjamin Hutang tersebut
ya titipkan kepada untuk dijaga dan diawasi dengan
tentuan barang-barang yang telah disita dilarang untuk dikurangi dengan dalih apapun dan
rang-barang itu harus diserahkan kembali kepada saya, Jurusita Piutang Negara, pada waktu

rang-barang tersebut akan dijual/dilelang oleh KP3N atau Piutang Negara telan lunas/pengurusan
utang Selesai.

Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh

ya, Jurusita Piutang Negara, saksi-saksi, dan orang yang menerima titipan/menyimpan barang-
rang.

Penyimpan Barang Jurusita Piutang Negara

SAKSI - SAKSI :

Saksi Kesatu Saksi Kedua
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PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

{astri Telopon  :(0331) 335958
No. 79 ‘
j:lnilt;:ﬁgﬁpl E Faksimile :(0331) 321277

SURAT PFRINTAH PENJUALAN BARANG SITAAN
NOMOR : SPPBS- /PUPNC.18.04/2003

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR

Menimbang . a DBahwa

selaku Penanggung Hutang/Penjamin Hutang kepada Negara Cq.

ternyata hingga saat ini tidak memenuhi kewajiban yang telah ditctapkan
2zlar Su-at Paksa Nomor :

tanggal

walaupun telah dilaksanakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan
Nomor :

tanggal

b. Bahwa untuk kepentingan pengamanan kekayaan Negara dipandang perlu
melelang barang jaminan dan atau haria kekayaan lain milik Penanggung
Hutang dan atau Penjamin Hutang yang bersangkutan;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang

Negara (Lembaran Negara Tahun 196C Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2104);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara dan Badan Urusan Piutang Negara;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomc: : 61/KMEK.08/2002 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 300/KMK.01/2002 tentang Pengurusan
Piutang Negara;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 03/KM.08/PUPN/2002 tanggal 12
Maret 2002 tentang Pengangkatan anggota Panitia Urusan Piutang Negara

Cabang
MEMERINTAHKAN
Kepada : Kepala KP2LN Jember
Pertama © Melaksanakan penjualan melalui leleng Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan

lain milik Penanggung Iutang dan atau Penjamin Hutang yang telah disita
berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor : BAP-

tangpal

sebagai mana tercantum di bawah ini :
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA
KANTOR WILAYAH VI SURABAYA
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Reg. : Hutang Pokok
Debitur Bunga

Debitur ; Denda dll
Kreditur - Jml Penyerahan

PROSES PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Tingkat Pengurusan Nomor S.rat

Tanggal

Surat Penyerahan

Resume

Pernyataan Serah Terima Piutang

Pemeriksaan Setempat

lPemblokiran

Surat Panggilan

Surat Peringatan

Surat Peringatan Terakhir

Pernyatzian Bersama (PB)

Surat Peringatan PB

PJPN

Panggilan Melalui Iklan

Surat Paksa (SP)

Berita Acara Pemberitahuan SP

Perintah Penyitaan

Berita Acara Penyitaan

SPPBS

rPcngumuman Lelang

Surat' Perintah Pengangkatan Sita

Surat Pengangkatan Sita

SPPNL

SPPNS

PSBDT

Pemeriksaan

Surat Persetujuan Paksa Badan

Surat Perintah Paksa Badan

Surat Izin Kejaksaan Tinggi

NG JAMINAN DAN HARTA KEKAYAAN SERTA PENGIK ATAN
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@ & W1
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA

KANTOR WILAYAH VI 3URABAYA
KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Nomor Reg.
Debitur
Kreditur
DATAPEMBAYARAN DAN SISA HUTANG
No. |  Tanggal Angsuran Sisa Hutang - :

Hak PP " Biad PPN Hak PP Biad PPN
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